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Berdasarkan dari judul tersebut, maka latar belakang penelitian ini adalah 
dalam realitas bisnis saat ini terdapat kecenderungan bisnis tanpa memperhatikan 
aspek-aspek atau prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah sebagai landasan 
utama dalam menjalankan suatu bisnis dalam hal ini pada waserda pondok 
pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD) Barru. 
Elemen-elemen prinsip-prinsip dalam penelitian ini adalah prinsip mudharabah 
(bagi hasil), pemenuhan hak pekerja dan dampak sosial terhadap masyarakat 
sekitar. Implementasi prinsip-prinsip syariah merupakan aturan bisnis Islam yang 
menjelaskan tentang berbagai prinsip-prinsip dan etika-etika yang harus 
dilakukan oleh para pebisnis muslim dan diharapkan bisnis tersebut akan maju 
dan berkembang pesat lantaran selalu mendapatkan berkah Allah swt. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif (field 
research) dan lokasi penelitian adalah waserda Pondok Pesantren Darud Da’wah 
Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD) Barru sedangkan metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu 
penasehat dan pengawas umum serta karyawan pada waserda pondok pesantren 
Darud Da’wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD) Barru dan data 
sekunder yang diperoleh dari brosur dari Pesantren.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa waserda pondok pesantren Darud 
Da’wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD) Mangkoso, Barru telah 
menerapkan prinsip-prinsip syariah didalamnya. Prinsip-prinsip syariah disini 
meliputi prinsip keesaan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas dalam 
bisnis, prinsip tanggungjawab, dan prinsip kebajikan dan disarankan kepada 
pihak waserda agar memberikan informasi mengenai akad yang digunakan dan 
hak-hak yang berhak didapatkan pekerja serta transparansi tentang barang-
barang yang dijual. 








A. Latar Belakang  
Perekonomian seakan menjadi nyawa bagi setiap manusia, masyarakat, 
bangsa dan negara. Disadari atau tidak bahwa setiap manusia di dunia ini tidak akan 
bisa lepas dari yang namanya dunia perekonomian karena hal ini merupakan salah 
satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya.1 Praktek atau aktivitas hidup 
yang dijalani umat manusia di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada 
khususnya, menunjukkan kecenderungan pada aktivitas yang banyak menanggalkan 
nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah, terutama dalam dunia bisnis. 
Secara umum, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang 
terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapat 
keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,2 atau sebagai penghasil barang 
atau jasa sebagai pemenuhan hidup masyarakat. 
Keterlibatan kaum muslimin di dalam dunia bisnis tentu saja bukanlah suatu 
hal yang baru. Sejak abad 14 Masehi kenyataan tersebut telah ada dan berlangsung 
hingga sekarang, dan tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya 
untuk berbisnis. Salah satu yang terlibat adalah Rasulullah saw. 
Sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau adalah seorang pedagang yang 
sukses. Masa kecil beliau habiskan dengan bekerja dan mencari nafkah karena 
                                                          
1Arifin Johan, Etika Bisnis Islami (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 31. 
2Dalam H. Buchari Alma, Pengantar Bisnis (Bandung: CV. Alvabeta, 1997) h. 16. 
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orangtuanya sudah tiada. Seiring beranjaknya usia, Rasulullah tetap bekerja bahkan 
semakin keras berusaha untuk menghidupi keluarga dan sebagai pemimpin kaum 
Muslimin di dunia, beliau memiliki tanggungjawab untuk membantu kemaslahatan 
ummat.3 
Nabi Muhammad saw. telah melakukan perdagangan secara jujur, adil, dan 
tidak pernah membuat pelanggannya kecewa. Sejak muda ia telah dikenal memiliki 
reputasi yang sangat jujur dalam berdagang. Lebih dari itu, Nabi Muhammad 
meletakkan keadilan dalam prinsip dasar perdagangannya. Keterbukaan dan 
kejujuran Muhammad dalam melakukan transaksi perdagangan merupakan teladan 
abadi bagi para pengusaha generasi selanjutnya.4 
Dewasa ini kaum muslimin mengalami masalah yang sangat dilematis karena 
dalam pikirannya ada semacam keraguan apakah praktek-praktek bisnis yang 
dilakukan telah benar menurut pandangan Islam, padahal mereka telah berpasitipasi 
aktif di dalam dunia bisnis. Banyak yang telah meninggalkan nilai-nilai atau prinsip-
prinsip syariah hanya untuk mencari laba sebesar-besarnya. Seiring perkembangan 
zaman, muncul bentuk-bentuk baru, instituisi, teknis-teknis bisnis atau mode yang 
sebelumnya tidak pernah terjadi juga menimbulkan problematika baru yang 
berkaitan dengan sistem perekonomian yang semakin maju, praktek bisnis yang 
mereka jalani belum tentu sesuai dengan ajaran Islam meskipun itu menghasilkan 
profit yang cukup besar. 
                                                          
3Malahayati, Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah, (Yogyakarta: Great Publisher, 2010), h. 18 
4Muhammad, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), h. xi. 
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Fenomena ini menuntut peran dari ekonomi Islam untuk menjawab 
permasalahan yang terjadi. Terutama bagaimana cara menyikapi sistem ekonomi 
yang memegang peranan penting dalam dunia bisnis. Salah satu ciri ajaran Islam 
adalah selalu menetapkan secara global dalam masalah-masalah yang mengalami 
perubahan karena lingkungan dan zaman, termasuk dalam masalah ekonomi dan 
politik. Oleh karena itu, cukuplah dalam masalah ini, nash-nash yang menetapkan 
prinsip dan dasar yang bersifat menyeluruh dan arahan yang bersifat prinsip.5 
Islam mempunyai suatu sistem yang diyakini dapat menjawab permasalahan 
tersebut, yaitu sistem ekonomi Islam. Secara sederhana ekonomi Islam adalah ilmu 
yang berupaya untuk memandang, meninjau, dan meneliti yang bertujuan untuk 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut secara Islami.6 Cara Islami 
didasari oleh ajaran Islam. 
Pengusaha diperbolehkan memiliki harta namun kepemilikannya bukanlah 
untuk dirinya saja, karena seharusnya juga memperhitungkan kondisi lingkungan 
sekitar yang perlu dibantu sehingga ada fungsi sosial didalamnya. Juga selalu 
berpedoman pada segi tiga abadi, yang menggambarkan hubungan antara Allah swt. 
sebagai penguasa tunggal, dengan harta dan manusia.7 
Islam menghalalkan jual beli yang termasuk juga bisnis. Namun tentu saja 
orang yang menjalankan bisnis secara Islam, harus menggunakan tatacara atau 
                                                          
5Muhammad, Etika Bisnis Islami, h.1. 
6Arifin Johan, Etika Bisnis Islami, h. 37. 
7Buchari Alma, Dasar-dasar Etika Bisnis Islami; h. 35. 
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aturan main bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dalam dunia bisnis agar 
mendapatkan berkah dari Allah swt. di dunia maupun akhirat. Aturan bisnis Islam 
menjelaskan berbagai prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh para pembisnis 
muslim dan diharapkan bisnis tersebut akan maju dan berkembang pesat lantaran 
selalu mendapatkan berkah Allah swt. Prinsip-prinsip syariah menjamin, baik 
pebisnis, mitra bisnis, maupun konsumen, masing-masing akan saling mendapatkan 
keuntungan.8 
Melihat fenomena itulah penyusun memandang implementasi prinsip-prinsip 
syariah guna memecahkan polemik yang ada. Terlebih dalam usahanya untuk 
memasyarakatkan sistem ekonomi Islam, dan itu membutuhkan pencarian dan 
penggalian dari hukum Islam yang berhubungan dengan etika bisnis sehingga tidak 
ada lagi praktek-praktek yang merugikan salah satu pihak maupun kedua belah 
pihaknya. Melakukan bisnis dengan berjual beli atau jenis pekerjaan lain yang 
dibolehkan untuk memperoleh rezeki adalah sesuatu yang diperintahkan menurut 
agama karena besarnya manfaat yang dapat dipetik darinya bagi pribadi dan 
masyarakat. 
Realitas bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis tanpa memperhatikan 
etika dan aspek-aspek atau prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Kekuatan modal 
menjadi senjata andalan untuk bersaing dalam dunia bisnis. Semakin besar modal 
yang dimiliki maka semakin besar jangkauan bisnisnya, sehingga para pemodal kecil 
                                                          
8Arifin Johan, Etika Bisnis Islami, h. 153. 
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semakin tertindas. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya praktek monopoli, 
oligopoli, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyebabkan semakin memudarnya 
nilai moralitas dan etika dalam berbisnis sehingga muncul anggapan bahwa bisnis 
adalah “dunia hitam”.9 Kekacauan dalam berbisnis ini sangat mengancam 
pertumbuhan dunia bisnis. Namun dalam menghadapi kecenderungan tersebut, Al-
Quran relatif banyak memberikan garis-garis dalam kerangka penambahan bisnis 
yang menyangkut semua pelaku ekonomi tanpa membedakan kelas.10 
Bisnis dan moral adalah sesuatu yang berkaitan. Moral terdiri dari 
seperangkat aturan yang memonitor perilaku manusia serta menetapkan suatu 
perbuatan baik ataupun buruk sehingga setiap tindakan dapat ditinjau dari segi 
moralnya. Bisnis adalah kegiatan manusia dan karena itu harus dapat nilai dari sudut 
moral.11 Adalah sukar untuk membayangkan jika ada yang berpendapat bahwa moral 
dan bisnis tidak ada kaitannya. 
Adanya nilai moral (etika) dan prinsip-prinsip syariah yang dipatuhi dalam 
hal bisnis, sangat diperlukan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keadilan dalam 
masyarakat. Namun pertanyaan yang sebenarnya adalah bagaimanakah bentuk-
bentuk prinsip-prinsip syariah itu sendiri, untuk kemudian dipraktekkan dalam dunia 
bisnis global dan apakah masih relevan prinsip-prinsip syariah tersebut diterapkan 
                                                          
9Muhammad/Luqman Fauroni, Visi Al-Quran tentang etika dan bisnis, (Jakarta: Salemba 
Diniyah, 2002) h. 2. 
10Quraish Shihab, Etika bisnis dalam wawasan Al-Quran, dalam Ululmul Quran No. 3 
VII/1997. 
11O.P Simorangkir, Etika Bisnis, cet II, (Jakarta: Aksara Persada Press, 1998), h. 44. 
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pada masa sekarang. Jelas bahwa bisnis Islam secara pokok berbeda dengan 
pengertian modern tentang bisnis. Bisnis dalam Islam dihubungkan dengan nilai 
moral dan nilai keislaman, sedangkan bisnis modern tidak demikian.12 
Banyak para pelaku bisnis yang masih menganggap permasalahan tentang 
sumber modal itu tidak penting, padahal dari sinilah bisnis itu dibangun. Demikian 
juga dengan permasalahan dalam sumber daya manusia, terkadang hak-hak pekerja 
tidak dipenuhi karena kurangnya pemahaman dari pelaku usaha tersebut. Dampak 
sosial terhadap masyarakat seringkali diabaikan karena pemilik modal atau pelaku 
usaha itu hanya memikirkan keuntungan untuk diri sendiri, padahal keuntungan atau 
laba dalam setiap kegiatan berbisnis itu terdapat hak orang lain agar tercipta 
kemaslahatan antar sesama. 
Penyusun memilih waserda sebagai objek penelitian, dengan alasan bahwa 
waserda ini berjalan di tengah peradaban agama Islam yang cukup kuat yakni di 
lingkungan Pesantren sehingga seharusnya telah melaksanakan implementasi 
prinsip-prinsip syariah secara benar sesuai dengan ajaran Islam. Namun 
permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip-
prinsip syariah di waserda ini. Melihat permasalahan tersebut, penyusun merasa 
tertarik untuk melakukan penelitian sehubungan dengan pelaksanaan bisnis di 
waserda ini. 
 
                                                          
12Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana 
Bhakti Wakaf, 1997), h.289. 
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B. Rumusan Masalah 
Setelah membaca uraian latar belakang masalah sebelumnya maka penulis 
dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu : 
1. Bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip syariah pada waserda pondok 
pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD) 
Barru ini? 
2. Bagaimanakah penerapan prinsip mudharabah, pemenuhan hak pekerja dan 
program sosial waserda pondok pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad 
Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD) Barru ini? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Sebelum menjelaskan lebih jauh dan lebih detail tentangImplementasi 
Prinsip-Prinsip Syariah pada Waserda Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad 
Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD) Barru ini, terlebih dahulu penulis akan 
menguraikan fokus penelitian dari judul skripsi ini yaitu : 
Implementasi prinsip-prinsip syariah, penulis berusaha memaparkan secara 
gamblang teori-teori tentang prinsip-prinsip syariah kemudian bagaimana prinsip-
prinsip tersebut tertuang dalam etika bisnis yang kemudian dapat diimplementasikan 






D. Kajian Pustaka 
Dalam pembuatan skripsi ini, ada beberapa referensi yang menjadi objek 
kajian penulis : 
1. Asas-Asas Ekonomi Islam (M.Sholahuddin) buku ini membahas tentangasas-
asas dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Hal yang paling mendasar yang 
ditekankan dalam buku ini adalah tentang kepemilikan pribadi bahwa 
pemilik mutlak dari harta yang kita miliki adalah Allah swt. 
2. Etika Bisnis Islami (Muhammad), buku ini merupakan buku yang membahas 
tentang betapa pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran 
Islam, etika menuntun seluruh aspek kehidupan manusia, baik saat 
menjalankan bisnis ataupun saat menjalankan aktivitas sehari-hari mereka. 
Buku ini juga menjelaskan kepada para pengusaha atau pekerja Muslim yang 
senantiasa harus berhadapan dengan persoalan-persoalan etika dalam 
kehidupan sehari-hari untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan 
tersebut dengan memaparkan prinsip-prinsip kunci manajemen dalam 
pandangan Islam. 
3. Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Syaharuddin), buku ini 
menjelaskan tentang bagaimana membangun sistem ekonomi yang humanis 
dengan menerapkan etika bisnis yang islami yang berorientasi kepada nilai-
nilai yang humanistik. 
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4. Berbisnis dengan Allah (M. Quraish Shihab), buku ini mencoba menguraikan 
apakah kesuksesan berbisnis dengan Allah akan berbanding lurus dengan 
kesuksesan dalam berbisnis dengan manusia. Buku ini memaparkan begitu 
banyak ayat yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya sikap pebisnis 
dalam berbisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. 
5. Etika Bisnis Islam (Adnan Tahir), skripsi ini merupakan salah satu rujukan 
utama penulis, karena materi yang dibahas di dalamnya berkaitan erat 
dengan pembahasan penulis. Buku ini menjelaskan tentang teori-teori umum 
tentang etika bisnis Islam yang perlu diketahui pebisnis dalam menjalankan 
bisnisnya. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana implementasi prinsip-prinsip 
syariah pada waserda pondok pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad 
Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD) Barru. 
2. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana penerapan prinsip mudharabah, 
pemenuhan hak pekerja, dan program sosial pada waserda pondok pesantren 
Darud Da’wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD) Barru. 
Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk : 
1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah. 
10 
 
2. Menumbuhkan motivasi bagi para pengusaha muslim untuk menggunakan 
prinsip-prinsip syariah di dalam bisnisnya. 
3. Memberikan masukan bagi pihak pondok pesantren  dan mengkritisi tentang 








A. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Etika Bisnis 
Menurut bahasa (etimologi) istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu 
ethos yang berarti adat istiadat (kebiasaan), perasaan batin, kecenderungan hati 
untuk melakukan perbuatan.1 Bila menelusuri asal usul kata etika yang tak lepas dari 
kata asli ethos, dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (custom) atau karakter 
(character). Dalam pemaknaan dari Kamus Webster berarti “the distinguishing 
character,sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group or 
institution” (karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang 
membimbing seseorang kelompok atau institusi).2 
Istilah yang menyangkut etika, dalam bentuk tunggal mempunyai banyak 
arti, seperti tempat tinggal yang biasa, kandang kebiasaan, adat, watak, perasaan, 
sikap, cara fikir. Kata ethos dalam bahasa Indonesia ternyata juga cukup banyak 
dipakai, seperti etos kerja, etos profesi, etos imajinasi, etos dedikasi, etos kinerja dan 
masih banyak istilah lainnya. Etika termasuk ilmu pengetahuan tentang asas-asas 
tingkah laku yang berarti : 
1. Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, tentang hak-hak dan kewajiban; 
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkembang dengan tingkah laku manusia; 
                                                          
1Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 4. 
2Webster’s New Collegete Dictionary, G dan C. (Merriam Company USA), h. 393. 
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3. Nilai mengenai benar, salah, halal haram, sah batal, baik-buruk, dan 
kebiasaan-kebiasaan yang dianut satu golongan masyarakat. 
Etika secara terminologi dapat berarti studi sistematis tentang tabiat konsep 
nilai, baik-buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum 
yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.3 Dapat 
disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari tentang segala soal kebaikan 
dalam hidup manusia semuanya, baik mengenai gerak-gerik, pikiran dan rasa yang 
dapat merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat 
merupakan perbuatan. Intinya etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas 
seseorang atau sebagai filosufnya dalam berperilaku. Bertens mengemukakan bahwa 
ethos mempunyai banyak arti tetapi yang penting dalam konteks pembahasan ini 
dimaksudkan adalah kebiasaan, akhlak atau watak.4 
Makna etika seseorang sesungguhnya mengacu pada masing-masing pribadi 
seseorang yang mempunyai kebiasaan, akhlak atau watak tertentu. Stephen R. 
Covery mengemukakan bahwa taburlah gagasan, tuailah perbuatan, taburlah 
perbuatan tuailah kebiasaan, taburlah kebiasaan, tuailah karakter.5 
                                                          
3Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 5. 
4Bertens, K., Etika (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h.4. 
5Stephen R. Covery, Tujuh Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif, (Jakarta : PT. Binarupa 
Aksara, 1994), h. 35. 
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Berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah untuk selanjutnya digunakan 
sebagai pijakan dalam membangun etika bisnis dalam konteks Islam, prinsip-prinsip 
tersebut adalah : 
a. Prinsip Keesaan 
Seorang pengusaha muslim dalam menerapkan prinsip keesaan maka tidak 
akan melakukan perbuatan : 
1. Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapapun 
pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, 
ataupun agama. 
2. Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta 
kepada Allah swt. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, 
dimanapun apakah itu di masjid, di dunia kerja atau aspek apapun dalam 
kehidupannya. Ia akan selalu merasa bahagia. 
3. Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau 
kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar 
bahwa semua harta dunia bersifat sementara, dan harus dipergunakan secara 
bijaksana. Tindakan seorang muslim tidak semata-mata dituntun oleh 






b. Prinsip Keseimbangan 
Prinsip keseimbangan atau kesetaraan berlaku baik secara harfiah maupun 
kias dalam dunia bisnis. Sebagai contoh Allah swt. Memperingatkan para pengusaha 
muslim untuk menyempurnakan takaran. 
c. Prinsip Kehendak Bebas dalam Bisnis 
Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk 
membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim, yang 
telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah swt. akan menepati semua 
kontrak yang telah dibuatnya. 
d. Prinsip Tanggungjawab dalam Etika Bisnis 
Jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat 
menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan 
bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggungjawab 
tertinggi atas tindakannya sendiri. Konsep ini bertalian erat dengan konsep kesatuan, 
keseimbangan dan kehendak bebas. Semua kewajiban harus dihargai kecuali jika 
secara moral salah. Sebagai contoh, Ibrahim a.s menolak kewajiban keluarganya 
ketika ayahnya menginginkannya untuk berbuat shirk atau memuja berhala. Di sisi 
lain, Rasulullah saw. melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian hudaibiyah 
meskipun hal itu berarti bahwa Abu Jandal, seorang yang baru menjadi  muslim, 
harus dikembalikan kepada suku Quraisy. Sekali seorang muslim mengucapkan 
janjinya atau terlibat dalam sebuah perjanjian yang sah, maka ia harus menepatinya. 
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e. Konsep Kebajikan dalam Etika Bisnis 
Menurut al-Ghazali, terdapat enam bentuk kebajikan : 
1. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus 
memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sesedikit mungkin. 
Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih 
baik baginya. 
2. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya 
untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang 
sebenarnya. Tindakan seperti ini akan memberikan akibat yang mulia, dan 
tindakan yang sebaliknya cenderung akan memberikan hasil yang juga 
berlawanan. Bukan suatu hal yang patut dipuji untuk membayar orang kaya 
lebih dari apa yang seharusnya diterima manakala ia dikenal sebagai orang 
yang suka mencari keuntungan yang tinggi. 
3. Dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus 
bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada 
sang peminjam untuk membayar hutangnya, dan jika diperlukan, seseorang 
harus membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan beban sang 
peminjam. 
4. Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang 
yang telah dibeli seharusnyadiperbolehkan untuk melakukannya demi 
kebajikan. 
5. Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka 
membayar hutangnya tanpa harus diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari 
sebelum jatuh waktu pembayarannya. 
6. Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup bermurah hati, 
tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu 
yang telah ditetapkan.6 
Konsep kebajikan ini di terangkan pula dalam sebuah hadis tentang anjuran 
untuk mempercepat pembayaran hutang dan larangan untuk menunda pembayaran 
hutang bagi orang yang mampu : 
 ْﻦَﻋ ْﯾَُﺮھ ِْﻲَﺑأ ِﷲ َلْﻮُﺳَر ﱠَنأ ُﮫْﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر َةَﺮ  َﻰﻨِﻐْﻟا ﱡﻞِﻄُﻣ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ
 َأ ََﻊﺒَْﺗأ اَِذَﺈﻓ ٌﻢُْﻠظ ْﻊِﺒُْﺘﯿَْﻠﻓ ٍﻲْﻠِﻣ َﻰﻠَﻋ ْﻢُﻛَﺪَﺣ)ﮫﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ(  
                                                          




 Hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda : mengulur-ulur 
waktu untuk membayar hutang bagi yang kaya itu adalah suatu 
penganiayaan, dan bila seseorang di antara kamu diminta untuk menanggung 
maka terimalah. 
 
Memberi hutang kepada orang yang membutuhkan memang terasa berat, dan 
demikian sebaliknya, membayar hutang juga termasuk sesuatu yang berat bagi 
orang-orang tertentu. Lain halnya dengan orang kaya, bila ia masih merasa berat 
untuk membayar hutangnya, dan apalagi selalu menunda-nunda waktu 
pembayarannya maka orang yang bersangkutan menurut hadis di atas adalah 
termasuk orang yang menganiaya dirinya dan menganiaya orang lain. Menyegerakan 
membayar hutang dan menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu 
termasuk dalam konsep kebajikan. 
B. Teori Umum tentang Etika Bisnis Islam 
Ketika Islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus suatu sistem, maka 
pertanyaan yang terkait dengannya adalah dapatkah Islam memberikan tuntutan 
beretika dalam bisnis? Dengan adanya tuntutan tersebut diharapkan mampu 
memberikan nuansa bisnis yang Islami. 
Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan 
amalan. Pedoman tersebut adalah al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebagai sumber ajaran 
Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum 
yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan 
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mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu. Islam seringkali dijadikan sebagai 
model tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih 
lanjut atas suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis. 
Al-Quran dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan 
tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-
istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual-beli, untung rugi dan sebagainya.  
Al-Quran tidak memberi peluang bagi seorang muslim untuk menganggur 
sepanjang saat yang dialami dalam kehidupan dunia ini. Faidza faraghta fanshab 
dalam surah Al-Insyirah QS. 94:7 menjelaskan hal ini. Sebelum ayat ini dijelaskan; 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” yang disebut dua kali, 
merupakan prinsip tidak adanya keputusasaan (dalam bekerja). Kata faraghta yang 
terambil dari kata faragha yang berarti kosong setelah sebelumnya penuh. Kata ini 
tidak digunakan kecuali untuk melukiskan kekosongan yang didahului oleh 
kepenuhan, termasuk keluangan yang didahului oleh kesibukan. Seseorang yang 
telah memenuhi waktunya dengan pekerjaan, kemudian ia menyelesaikan pekerjaan 
tersebut, maka jarak waktu antara selesainya pekerjaan pertama dan dimulainya 
pekerjaan selanjutnya dinamai faragh. Atas dasar hal ini maka, ayat di atas dapat 
diterjemahkan: “Maka apabila engkau telah berada di dalam keluangan (setelah 
sebelumnya engkau sibuk) maka, (bersungguh-sungguhlah bekerja) sampai engkau 
letih, atau tegakkanlah (persoalan-persoalan baru) sehingga menjadi nyata”. 
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Prinsip dasar hidup yang ditekankan al-Quran adalah kerja dan kerja keras. 
Dalam diri manusia terdapat pula fitrah yang dihiaskan kepada manusia yaitu, hubb 
asy-syahawat dalam surah Ali Imran QS. 3:14 yang merupakan bahan bakar yang 
melahirkan dorongan bekerja dan bukan hanya bekerja asal bekerja tetapi bekerja 
yang serius sehingga melahirkan keletihan. Penggunaan kata asy-syahawat, 
mengandung pengertian bahwa, segala aktivitas manusia memerlukan daya, 
melangkahkan kaki atau menunjuk dengan jaripun memerlukan daya. Penggunaan 
daya pasti melahirkan keletihan. 
Bekerja oleh al-Quran dikaitkan dengan iman. Hal ini menunjukkan bahwa 
hubungan antara iman dan kegiatan bagaikan hubungan antara akar tumbuhan dan 
buahnya, bahkan amal-amal yang tidak disertai iman tidak akan berarti di sisi-Nya. 
Berbisnis (mencari kelebihan karunia Allah) dilakukan setelah melakukan 
perintah Allah (shalat) dan dalam pengertian tidak mengesampingkan dan tujuan 
keuntungan yang hakiki yaitu keuntungan yang dijanjikan Allah. Oleh karena itu, 
walaupun mendorong melakukan kerja keras termasuk dalam berbisnis, al-Quran 
menggarisbawahi bahwa dorongan yang seharusnya lebih besar bagi dorongan bisnis 
adalah memperoleh apa yang berada di sisi Allah.  
Pandangan orang yang bekerja dan berbisnis harus melampaui masa kini, dan 
masa depannya yang dekat. Dengan demikian visi masa depan dalam berbisnis 
merupakan etika pertama dan utama yang digariskan al-Quran, sehingga pelaku-
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pelakunya tidak sekedar mengejar keuntungan sementara yang akan segera habis 
tetapi selalu berorientasi masa depan. 
Al-Quran menggarisbawahi kemungkinan sukses yang diperoleh oleh mereka 
yang berpandangan dekat, tetapi dalam saat yang sama, diingatkannya bahwa kelak 
pada masa depan mereka akan merugi dan dikecam, sedangkan yang bervisi jauh ke 
depan dijanjikan; mereka itulah yang usaha-usahanya akan disyukuri.  
Al-Quran memberikan tuntutan visi bisnis yang jelas yaitu visi bisnis masa 
depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan sesaat tetapi “merugikan” 
melainkan mencari keuntungan yang secara hakikat baik dan berakibat baik pula 
bagi kesudahannya (pengaruhnya).  
Etika di dalam ekonomi Islam mengacu pada dua sumber yaitu al-Quran dan 
hadist Nabi. Dua sumber ini merupakan sentral segala sumber yang membimbing 
segala perilaku dalam menjalankan ibadah dan perbuatan atau aktivitas umat Islam 
yang benar-benar menjalankan ajaran Islam. Tetapi dalam implementasi 
pemberlakuan dua sumber ini secara lebih substansif sesuai dengan tuntutan zaman, 
perkembangan budaya yang dinamis ini diperlukan suatu proses penafsiran ijtihad 
baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual. 
Sejumlah pilar mendasar dalam keterkaitannya dengan perkembangan sistem 
nilai dari etika ekonomi Islam yang dikembangkan dari upaya reinterpretasi al-Quran 
dan sunnah. Konsep-konsep berikut diarahkan untuk lebih mengangkat nilai-nilai 
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moral yang berkaitan dengan pencegahan atas tindakan eksploitatif, spekulasi, 
penjudian dan pemborosan yang telah dirumuskan para ahli adalah sebagai berikut : 
a) Konsep kepemilikan dan kekayaan 
Secara etimologis kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan 
terhadap suatu benda yang kemungkinannya untuk melakukan tindakan hukum atas 
benda tersebut. Aplikasi etika dan konsep kepemilikan dan kekayaan pribadi dalam 
Islam bermuara pemahaman bahasannya sang pemilik hakiki dan absolut hanya 
Allah swt.  
Berikut firman-Nya Surah Ali Imron QS. 3: 189 
                  
Terjemahnya : 
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas 
segala sesuatu.7 
 
 Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah adalah pemilik mutlak dari segala 
apa yang ada di bumi ini sedangkan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas, 
yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan dan inti dari 
kewenangan tersebut adalah tugas untuk menjadi khalifah yang beribadah di muka 
bumi ini. Inilah moral yang paling mendasar dari setiap bentukan etika terhadap 
kepemilikan kekayaan. 
 
                                                          
7Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahnya (Jakarta : Yayasan Penyelenggara 
Peterjemah al-Quran, 1989), h. 109. 
21 
 
b) Konsep distribusi kekayaan 
Dalam Islam kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai yang 
minimum. Namun demikian kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal 
yang paling mendasari dalam distribusi kekayaan. Setelah itu baru dikaitkan dengan 
kerja dan kepemilikan pribadi.Kemudian bagaimana Islam memecahkan 
problematika ekonomi, maka berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi secara 
mendalam, hakikat permasalahan ekonomi secara mendalam, hakikat permasalahan 
ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa ditengah-tengah 
masyarakat sehingga tercipta satu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. 
Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Hasyr QS. 59 :7 
                       
                     
                       
Terjemahnya : 
Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari 
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, 
untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 
orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 
maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.8 
 
                                                          
8Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahnya (Jakarta : Yayasan Penyelenggara 
Peterjemah al-Quran, 1989), h. 916. 
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 Ayat ini menjelaskan bahwasanya dalam menciptakan kesejahteraan bagi 
masyarakat khususnya umat Islam, Islam mengajarkan untuk mendistribusikan atau 
memberikan sebagian harta berlebih yang kita miliki kepada kaum yang kurang 
mampu. 
c) Konsep kerja dan bisnis 
Paradigma yang dikembangkan dalam konsep kerja dan bisnis Islam 
mengarah pada pengertian kebaikan yang meliputi materinya itu sendiri cara 
perolehannya dan cara pemanfaatannya, dimana cara memperolehnya dengan cara 
yang baik dan menghindari riba, dengan kata lain sistem bagi hasil dikedepankan 
dalam merumuskan hubungan kerja antara tenaga kerja dan modal investasi, 
kemudian menghindari pemakaian dan pemanfaatan sumber daya secara berlebihan.9 
d) Konsep halal haram 
Konsep larangan di dalam Islam bukanlah bertujuan untuk menyekat 
kebebasan umatnya untuk memperlakukan mengikut hati mereka, tetapi lebih 
kepada mendidik umatnya. Larangan ini sebenarnya adalah sebagai ujian Allah 
untuk menguji keimanan dan ketaqwaan hamba-Nya selain menjadi benteng kepada 
manusia supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan di atas perbuatan 
mereka.Termasuk larangan berlebih-lebihan dalam melakukan perdagangan atau 
bisnis. Dalam al-Quran aturan halal dan haram kontrak komersial atau bisnis dalam 
kaitannya untuk menjauhi riba diatur oleh Allah swt. dalam surah al-Baqarah : 275 
                                                          
9Faisal Badroen, . Etika Bisnis dalam Islam.(Jakarta : Kencana, 2006), h. 131 
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                
                            
                           
               
Terjemahnya : 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya.10 
 
 Pedoman secara umum tentang masalah kerja, yaitu Islam tidak 
membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan 
dengan jalan apapun yang dimaksud, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, 
dan perbuatan batil lainnya. Tetapi Islam memberikan kepada mereka suatu garis 
pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, 
dengan menitikberatkan juga kepada masalah kemaslahatan umum, seperti suka 
sama suka sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi dalam 
transaksi tersebut. Garis pemisah ini berdiri di atas landasan yang bersifat kulli 
(menyeluruh) yang mengatakan bahwa semua jalan untuk berusaha mencari uang 
                                                          
10
Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahnya (Jakarta : Yayasan Penyelenggara 
Peterjemah al-Quran, 1989), h. 69. 
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yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang kecuali dengan menjatuhkan 
orang lain, adalah tidak dibenarkan. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat 
antara individu-individu dengan saling rela-merelakan dan adil, adalah dibenarkan. 
Prinsip ini telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya pada surah Al-Baqarah QS. 
2: 278-279, ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkannya perdagangan dengan 
dua hal. Pertama, perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara 
kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan 
pihak lain. Kedua, tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun 
orang lain. 
 Ayat ini memberikan pengertian, bahwa setiap orang tidak boleh merugikan 
orang lain demi kepentingan diri sendiri (vested interest). Sebab hal demikian, 
seolah-olah dia menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya 
sendiri. Misalnya mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengaburkan, mengelabui, 
riba, pekerjaan lain yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan. Tetapi 
apabila sebagian itu diperoleh atas dasar saling suka sama suka, maka syarat yang 
terpenting, jangan kamu membunuh diri kamu itu tidak ada.11 
 Model-model transaksi di atas hendaknya menjadi perhatian serius dari 
pelaku pasar muslim. Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di 
pasar harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Artinya, nilai-nilai 
moralitas merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah swt. 
                                                          
11Yusuf Al-Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Muammal Hamidy (Surabaya: 
Bina Ilmu, 1993), h. 38. 
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 Seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang 
sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam, bukan sekedar mencari besarnya keuntungan 
melainkan dicari juga keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari 
usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi Allah swt.. Untuk 
memperoleh keberkahan dalam jual-beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral 
sebagai berikut: 
a. Jujur dalam menakar dan menimbang. 
b. Menjual barang yang halal. 
c. Menjual barang yang baik mutunya. 
d. Tidak menyembunyikan cacat barang. 
e. Tidak melakukan sumpah palsu. 
f. Longgar dan murah hati. 
g. Tidak menyaingi penjual lain. 
h. Tidak melakukan riba. 
i. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.12 
Prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapkan dalam kehidupan di 
dunia perdagangan yang memungkinkan untuk memperoleh keberkahan usaha. 
Keberkahan usaha berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di 
dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat 
berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur. 
                                                          
12Burhanuddin Salam, Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1997), h. 23. 
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Dalam Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena 
secara teoretis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang 
dibingkai oleh nilai-nilai syariah, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Artinya, 
konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai syariah seperti 
keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan persaingan sehat yang merupakan nilai-nilai 
universal, bukan hanya untuk muslim tetapi juga non muslim. Hal ini tentu saja 
bukan hanya kewajiban personal pelaku pasar tetapi juga membutuhkan intervensi 
pemerintah. Untuk itulah maka pemerintah mempunyai peranan yang penting dan 
besar dalam menciptakan pasar yang Islami, sebagaimana ditunjukkan oleh adanya 
hisbah pada masa Rasulullah dan sesudahnya. 
Islam menempatkan pasar sebagai tempat perniagaan yang sah dan halal, 
sehingga secara umum merupakan mekanisme perdagangan yang ideal. Penghargaan 
yang tinggi tidak hanya bersifat normatif tetapi juga telah dibuktikan dalam sejarah 
panjang kehidupan masyarakat muslim klasik. Rasulullah saw. adalah seorang pelaku 
pasar yang aktif, demikian pula kebanyakan para sahabatnya. Pada masa ini peranan 
pasar dalam menentukan harga sangat menonjol. Intervensi pemerintah hanya 
dilakukan dalam kondisi tertentu. 
Gambaran pasar yang Islami adalah pasar yang di dalamnya terdapat 
persaingan sehat yang dibingkai dengan nilai dan moralitas Islam. Nilai dan 
moralitas Islam itu secara garis besar terbagi dua: Pertama, norma yang bersifat khas 
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yaitu hanya berlaku untuk muslim. Kedua, norma yang bersifat umum yaitu berlaku 
untuk seluruh masyarakat. 
Islam mengajarkan bahwa tidak semua barang dan jasa dapat dikonsumsi dan 
diproduksi. Seorang muslim hanya diperkenankan mengkonsumsi dan memproduksi 
barang yang baik dan halal, sehingga barang yang haram harus ditinggalkan. Seorang 
muslim juga terikat dengan nilai-nilai kesederhanaan dan konsistensi prioritas 
pemenuhannya. Norma khas ini tentu saja harus diimplementasikan dalam 
kehidupan di pasar. Selain itu, Islam juga sangat memperhatikan norma yang berlaku 
dalam masyarakat umum dan berlaku secara universal seperti persaingan sehat, 
kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. 
Nilai-nilai ini sangat ditekankan dalam Islam bahkan selalu dikaitkan dengan 
keimanan kepada Allah. Keterikatan seorang muslim dengan norma-norma ini akan 
menjadi sistem pengendali yang bersifat otomatis bagi pelakunya dalam aktifitas 
pasar. 
Mengacu kepada Al-Quran dan praktek kehidupan pasar pada masa 
Rasulullah dan para sahabatnya, Ibn Taimiyah menyatakan bahwa ciri khas 
kehidupan pasar yang islami adalah : 
1. Orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa orang untuk 
menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan 
tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. 
2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan 
barang-barang dagangan. Tugas muhtasib adalah mengawasi situasi pasar dan 
menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku pasar. 
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3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara 
penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan 
intervensi apabila unsur monopolistik ini mulai muncul. 
4. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik turunnya 
tingkat permintaan dan penawaran. 
5. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan 
produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang. 
6. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti 
sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, dan mengukur, dan 
niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga dilarang menjual 
barang-barang haram seperti minuman keras, alat perjudian dan pelacuran, 
dan lain-lain.13 
 
Setiap individu memiliki kewajiban untuk ikut mensejahterakan lingkungan 
sosialnya yang dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu kerabat dan tetangga sampai 
masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. Secara alamiah manusia itu juga 
merupakan makhluk sosial, karenanya merupakan fitrah jika manusia saling 
bekerjasama antara satu dengan yang lain. Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa 
pemerintah harus melakukan intervensi ketika konflik antar anggota masyarakat 
dengan prinsip mencegah keburukan itu lebih didahulukan daripada berbuat 
kebaikan.14 
Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan tempat 
yang tinggi kepada kebebasan individu tetapi dibatasi oleh nilai-nilai syari’ah Islam. 
Batasan yang dimaksud di sini adalah syari’ah Islam dan harmoni kepentingan 
individu dan sosial. Islam juga menekankan pada aspek tolong-menolong dan 
                                                          
13Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah (Riyad: Matba’at 
al-Riyad, 1387 H), h. 78. 
14Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah (Riyad: Matba’at 
al-Riyad, 1387 H), h. 226-227. 
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bekerjasama antar sesama manusia. Oleh karena itu, konsepsi kebebasan dalam 
Islam lebih mengarah kepada kerjasama, bukan persaingan apalagi saling mematikan 
usaha antara satu dengan yang lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha maka itu 
berarti persaingan dalam hal berbuat kebaikan. Inilah yang disebut dalam al-Quran 
dengan fastabiq al-khayrat (berlomba-lomba dalam kebajikan). Dengan demikian, 
kerjasama atau berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan mendapat perhatian 
serius dalam ajaran Islam. 
Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah swt. meskipun 
dalam keadaan sedang sibuk oleh aktivitas mereka. Umat Islam hendaknya sadar 
terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh sang pencipta. Prioritas-
prioritas yang harus didahulukan adalah: 
1. Mengutamakan moral dalam berbisnis 
Mendahulukan sesuatu yang secara moral bersih dari sesuatu yang kotor, 
meskipun akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. 
Salah satu contoh, Islam melarang sikap bathil yaitu larangan melakukan 
ekonomi dengan proses. Sifat kebathilan seringkali digunakan untuk memperoleh 
harta benda secara sengaja, bahkan untuk memperkuat kebathilannya sampai 
mengelabui lembaga hukum. Ayat tersebut di atas merupakan peringatan kepada 
orang-orang yang merampas hak orang lain dengan jalan bathil dan hal tersebut 
merupakan praktek ekonomi yang tidak dibenarkan menurut al-Quran dan hadist, 
karena yang berbuat kebathilan telah melanggar hak dan berbuat aniaya dan jika 
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dapat menjauhkan dari perbuatan tersebut, maka akan selamat dan mendapat 
kemuliaan.15 Disinilah pentingnya etika ekonomi untuk menjaga pengelolaan dan 
pengembangan harta benda yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari jalan 
kebathilan. 
2. Melakukan bisnis yang bermanfaat bagi alam dan lingkungan 
Dalam ekonomi Islam menganjurkan agar menjaga sumber daya alam karena 
ia merupakan nikmat dari Allah kepada hamba-Nya. Islam menghalalkan segala 
sumber daya alam yang ada untuk dikelola tetapi manusia diwajibkan untuk menjaga 
sumber daya alam dari polusi, kehancuran dan kerusakan.16 
Firman Allah swt. dalam Surah Al-Qashash QS. 28: 77 
                    
                       
Terjemahnya: 
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan.17 
 
                                                          
15Rafik Issa Bekun, Islamic Business Ethics, Virginia: The International Institute of Islamic 
Thought, 1997, h.76. 
16Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 2000, h. 119. 
17Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahnya (Jakarta : Yayasan Penyelenggara 




Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan manusia untuk 
berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada mereka dan agar manusia 
tidak melakukan kerusakan di muka bumi serta menjaga kelestarian lingkungan dan 
sumber daya alam, sehingga umat Islam benar-benar harus melakukan bisnis sesuai 
dengan perintah Allah yaitu bisnis yang bermanfaat bagi alam dan lingkungan. 
3. Melakukan bisnis yang halal daripada yang haram 
Dalam ekonomi Islam manusia diperkenankan melakukan bisnis yang baik 
dan tidak mengandung riba. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah QS. 2: 278-279: 
                        
                 
        
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 
riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 
ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu 
bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak 
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.18 
 
Islam berkali-kali menekankan dalam al-Quran untuk menjauhi riba karena 
riba itu mendatangkan kerugian dan menzalimi bagi pihak peminjam. Islam 
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menjelaskan bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang terhindar dari praktik riba, 
gharar dan maisir. 
4. Melakukan bisnis tanpa menzalimi orang lain 
Islam tidak memperkenankan kepada kita berbuat zalim. Kezaliman telah 
banyak dilakukan oleh manusia, seperti menghalangi dari jalan Allah, memakan riba, 
memakan harta dengan jalan bathil. Sebagaimana dalam firman Allah pada surah 
Asy-Syura QS. 42:42 
                      
      
Terjemahnya: 
Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia 
dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka mendapat azab yang 
pedih.19 
 
 Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah sangat membenci orang yang 
berbuat zalim. Kezaliman pada hakikatnya membawa akibat kerugian baik pada diri 
sendiri maupun orang lain. Kezaliman pada sesama dinilai oleh Al-Quran sebagai 
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C. Teori tentang Mudharabah, hak kerja dan program sosial dalam suatu bisnis 
1. Mudharabah 
Pengertian Mudharabah 
Secara etimologi kata mudharabah berasal dari kata dharb. Dalam bahasa 
Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya, 
memukul ; dharaba Ahmad al-kalb, berdetak; dharaba al-qalbu, mengalir; dharaba 
damuhu, berenang; dharaba fi al-ma’, bergabung; dharaba fi al-amr, menghindar; 
dharaba ‘an al-amr, berubah; dharaba al-laun ila al-laun, mencampur; dharaba al-
syai’ bi al-syai’, berjalan; dharaba fi al-ardl20 dan lain sebagainya. Perubahan-
perubahan yang terjadi dalam kata tersebut tampak bergantung pada kata yang 
mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Namun dibalik keluwesan kata ini 
dapat ditarik benang merah yang dapat merepresentasikan keragaman makna yang 
ditimbulkannya, yaitu bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain.Kecenderungan 
makna yang terdapat dalam makna mudharabah tersebut lebih mengarah pada 
kerjasama dalam hal pertanian atau perkebunan. 
Para ulama fikih dalam mencari rujukan bagi keabsahan mudharabah ini, 
secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historisnya. Mereka 
menganalisa wacana-wacana kegiatan muamalah Nabi saw dan para sahabatnya 
yang terjadi waktu itu. Seperti, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa bapaknya al-
                                                          





Abbas telah mempraktekkan mudharabah ketika ia memberi uang kepada temannya 
di mana dia mempersyaratkan agar mitranya tidak digunakannya dengan jalan 
mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika dia 
melakukan salah satunya, maka dia akan menjadi tanggungannya. Peristiwa ini 
dilaporkan kepada Nabi, dan beliau pun menyetujuinya. 
Peristiwa di atas oleh mereka dijadikan landasan keabsahan mudharabah. 
Menurutnya, segala sesuatu yang dilakukan dan dibiarkan oleh Nabi saw merupakan 
sunah taqririyah yang dapat menjadi sumber hukum Islam. Bahkan ada beberapa 
pendapat mengatakan bahwa praktek mudharabah pun telah dilakukan oleh beliau 
ketika bermitra dengan Khadijah pada masa pra-kenabian.21 Keabsahan mudharabah 
sebagai dasar hukum lebih mengarah pada konsensus (ijma’) para ulama yang 
menilai mudharabah sebagai kerjasama yang mengandung banyak kemashlahatan 
bagi masyarakat.22 
Kata mudharabah ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu muqaradhah, 
qiradh atau muamalah. Menurut para ulama fiqih perbedaan itu terletak dalam hal 
kebiasaan penyebutan dari tiap-tiap daerah Islam. Masyarakat Irak menggunakannya 
dengan istilah mudharabah atau kadang kala juga muamalah, masyarakat Islam 
Madinah atau wilayah Hijaz lainnya menyebutnya dengan muqaradhah atau qiradh. 
                                                          
21Ibnu Hazm, al-Muhalla, jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 247. 
22Al-Syawkani, Nail al-authar, jilid V, h. 267. Dikutip oleh Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi 
Islam, h. 395. 
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Definisi terminologi dalam fiqh muamalah bagi mudharabah diungkap secara 
bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab. Di antaranya menurut madzhab 
Hanafi; yaitu: suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal 
dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.23 
Sementara madzhab Maliki menamainya sebagai: Penyerahan uang di muka 
oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan 
menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.24 
Madzhab Syafi’i mendefinisikannya: bahwa pemilik modal menyerahkan 
sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan 
keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.25 
Sedangkan menurut madzhab Hambali: Penyerahan suatu barang atau 
sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang 
mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.26 
Satu hal yang barangkali terlupakan oleh keempat madzhab ini dalam 
mendefinisikan mudharabah adalah bahwa kegiatan kerjasama mudharabah 
merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan hasil. Oleh karena 
itu penjabaran mengenai untung dan rugi perlu untuk diselipkan sebagai bagian yang 
integral dari sebuah definisi yang baik. 
                                                          
23Ibn Abidin, Radd al-Muikhtar ‘ala, h. 483. 
24Al-Dasuqi, Hasyiyat al-Dasuqi ‘ala, h. 63. 
25Al-Nawawi, Raudlat al-Thalibin, vol. IV, (Beirut Dar al-Fikr), h. 289. 
26Al-Bahuti, Kasysyaf al-Qina, h. 509. 
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Oleh karena itu sebagai definisi yang dapat mewakili pengertian mudharabah 
adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, 
jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (shahib al-mal) kepada 
pengelola (mudharib) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan 
jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua 
berdasarkan kesepakatan sebelumnya sementara jika usaha tersebut tidak 
mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung 
oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. 
Beberapa Unsur Mudharabah 
 Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak 
mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka 
mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut madzhab 
Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah 
ijab dan qabul (offer and acceptence), artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud 
dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama.27 Namun beberapa 
madzhab lain, seperti Syafi’i mengajukan beberapa unsur mudharabah yang tidak 
hanya adanya ijab dan qabul saja, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya 
laba dan adanya modal.28 
                                                          
27Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Law of Business Organization Partnership, (Pakistan: 
Islamic Research Institute Press), 1997, h. 248. 
28Al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj, vol. V, h. 219. 
37 
 
 Oleh karena itu dalam pembahasan mengenai unsur (rukun) dalam tulisan ini, 
penulis akan mengambil jalan tengah yang lebih jelas dan dapat dipahami secara 
mudah dengan menyebutkan unsur-unsur yang harus ada yang menjadi prasyarat 
sahnya transaksi mudharabah. Adapun unsur (rukun) perjanjian mudharabah tersebut 
adalah : 
1. Ijab  dan qabul. Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara 
kedua pihak memiliki syarat-syarat yaitu; (a). Ijab dan qabul itu harus jelas 
menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Dalam 
menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata mudharabah, qiradh, 
muqaradhah, muamalah atau semua kata yang semakna dengannya. Bisa pula 
tidak menyebutkan kata mudharabah dan kata-kata sepadan lainnya, jika 
maksud dari penawaran tersebut sudah dapat dipahami. Misalnya; “Ambil 
uang ini dan gunakan untuk usaha dan keuntungan kita bagi berdua.”29(b). 
Ijab dan qabul  harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan 
diketahui oleh pihak kedua. Artinya  ijab yang diucapkan pihak pertama 
harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan 
kesediaannya bekerjasama. Ungkapan kesediaan tersebut bisa diungkapkan 
dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan 
kesediaan. Seperti misalnya dengan mengucapkan; “Ya, saya terima”, atau 
“Saya setuju” atau dengan isyarat-isyarat setuju lain seperti menganggukkan 
                                                          
29Al-Kasani, Bada’i al-shana’i, h. 3588. 
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kepala, diam atau senyum.30 Oleh karena itu peristiwa ini harus terjadi dalam 
satu majlis akad agar terhindar dari kesalahpahaman. (c). Ijab  dan qabulharus 
sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara 
lebih luas ijab dan qabul tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak 
untuk menjadi pemodal dan pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima 
kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci. Dalam hal ini, ijab 
(penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama, begitu juga 
sebaliknya. Keduanya harus saling menyetujui artinya jika pihak pertama 
melakukan ijab (penawaran), maka pihak kedua melakukan qabul 
penerimaan, begitu juga sebaliknya. Ketika kesepakatan-kesepakatan itu 
disetujui maka terjadilah hukum.31 
2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha). Para pihak (shahib 
al-mal dan mudharib) disyaratkan; (a). Cakap bertindak hukum secara syar’i. 
Artinya, shahib al-mal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan 
mudharib memiliki kapasitas menjadi pengelola. Jadi, mudharabah yang 
disepakati oleh shahib al-mal yang mempunyai penyakit gila tidaklah sah, 
namun jika dikuaskan oleh orang lain maka sah. Bagi mudharib, asalkan ia 
memahami mksud kontrak saja sudah cukup sah mudharabah-nya.32 (b). 
Memiliki wilayah al-tawkil wa al-wikalah (memiliki kewenangan 
                                                          
30Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, h. 268. 
31Abdul Aziz ‘Izzat al-Khayyath, Al-Syirkat, Fi Syari’ah al-Islamiyah wa al-Qanun  al-
Wadl’i, bagian I, Cet. IV, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah) h. 76. 
32Ibnu Qudamah, Al-Mughni ‘ala al-Syarh al-Kabir, vol. V, (Mesir:al-Manar), 1347 H, h. 17. 
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mewakilkan / memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena 
penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal 
merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut. 
3. Adanya modal. Adapun modal disyaratkan; (a). Modal harus jelas jumlah dan 
jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad 
mudharabah sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba 
karena ketidakjelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam 
kontrak ini.33 (b). Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus 
berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama. 
Mereka beralasan mudharabah dengan barang itu dapat menimbulkan 
kesamaran. Karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif. Sedangkan 
jika barang tersebut bersifat tidak fluktuatif seperti emas dan perak, mereka 
berbeda pendapat. Imam Malik dalam hal ini tidak tegas untuk melarang atau 
membolehkannya. Oleh karenanya para muridnya berbeda pendapat. 
Sebagian membolehkannya dan sebagian lain seperti Ibnu al-Qasim 
membolehkannya dengan catatan emas dan perak tersebut belum menjadi 
barang perhiasan. Dalam kaitannya mudharabah dengan emas atau perak ini 
Imam Syafi’i melarangnya. Secara umum fuqaha yang melarang mudharabah 
dengan emas atau perak beralasan bahwa keduanya disamakan dengan 
barang, sedangkan yang membolehkannya, termasuk di antaranya Ibnu Abi 
                                                          
33Al-Kasani, Bada’i’ al-shana’i’, h. 124. 
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Laila, beralasan bahwa keduanya disamakan dengan dinar dan dirham. 
Keduanya berbeda sedikit dalam harga hanya berbeda sedikit (tidak 
fluktuatif).34 
4. Adanya usaha (al-‘aml). Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian 
ulama, khususnya Syafi’i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya 
berupa usaha dagang (commercial). Mereka menolak usaha yang berjenis 
kegiatan industri (manufacture) dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu 
termasuk dalam kontrak persewaan (ijarah) yang mana semua kerugian dan 
keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (investor). Sementara para 
pegawainya digaji secara tetap.35 Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha 
apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. 
Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan 
digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan 
kemudian dijualnya. Keuntungan ini dapat dibagi dua antara keduanya. Ini 
memang tidak termasuk jenis perdagangan murni yang mana seseorang hanya 
terlibat dalam pembelian dan penjualan. Tetapi hal tersebut dapat dibenarkan 
sebab persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini, 
                                                          
34Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, h. 178. 
35Sahnun, Mudawwana, 12:89, dikutip oleh Abraham L. Udovitch, Partnership and Profit in 
Medival Islam, (New Jersey: Princeton University Press), 1970, h. 186. 
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bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga 
bagi hasil akan selalu dapat diwujudkan.36 
5. Adanya keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa; (a). 
Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal 
yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong 
besarnya modal. Dalam hal ini penghitungan harus dilakukan secara setiap 
keadaan yang membuat ketidakjelasan penghitungan akan membawa kepada 
suatu kontrak yang tidak sah.37 (b). Keuntungan untuk masing-masing pihak 
tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan 
seterusnya. Karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti shahib al-mal 
telah mematok untung dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan 
ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan riba. (c). Nisbah pembagian 
ditentukan dengan presentase, misalnya 60:40 %, 50:50 % dan seterusnya. 
Penentuan presentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Artinya jika 
nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak 
memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama. Karena aturan 
umum dalam penghitungan ini adalah kesamaan.38 Namun tindakan berupa 
penyebutan nisbah bagi hasil pada awal kontrak adalah lebih baik untuk 
menghindari munculnya kesalah-pahaman. (d). Keuntungan harus menjadi 
                                                          
36oleh Abraham L. Udovitch, Partnership and Profit in Medival Islam, (New Jersey: 
Princeton University Press), 1970, h. 185-186. 
37Rafiq Yunus al-Mishri, Al-Jami’ fi Ushul al-Riba, cet.I, (Damsyiq: Dar al-Qalam dan 
Beirut: al-Dar al-Syamiyah), 1991, h. 376. 
38
Al-Kasani, Bada’i’ al-Shana’i’, h. 127. 
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hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan 
untuk salah satu pihak. 
Kesepakatan dan Implikasi Kontrak Mudharabah 
 Sebagai sebuah kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda 
dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa 
kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang 
dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya 
kegiatan mudharabah tersebut. Hal-hal yang harus disepakati tersebut antara lain : 
1. Manajemen. Ketika mudharib telah siap dan menyediakan tenaga untuk 
kerjasama mudharabah maka saat itulah ia mulai mengelola modal shahib al-
mal. Pengelolaan usaha tersebut membutuhkan kreativitas dan keterampilan 
tertentu yang kadang-kadang hanya ia sendiri yang mengetahuinya. Oleh 
karena itu dalam kaitannya dengan manajemen, kebebasan mudharib dalam 
merencanakan, merancang, mengatur dan mengelola usaha merupakan faktor 
yang menentukan. Menurut madzhab Hanafi, mudharabah itu mempunyai 
dua macam; mudharabah mutlaqah (absolut, tidak terikat) dan mudharabah 
muqayyadah (terikat). Dalam mudharabah muthlaqah, mudharib 
mendapatkan kebebasan untuk menset-up mudharabah sebagaimana yang ia 
inginkan. Mudharib bisa membawa pergi modalnya, memberikan modalnya 
kepada pihak ketiga atau bahkan untuk modal musyarakah dengan orang lain. 
Mudharib  juga bisa mencampur modal mudharabah dengan modalnya 
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sendiri.39 Dia bisa menggunakan modal tersebut untuk membeli semua 
barang kepada siapapun atau kapanpun. Dia juga bisa menjual barang-barang 
itu secara tunai atau kredit. Dia bebas menyewa orang atau barang dengan 
modal itu. Intervensi shahib al-mal dalam mudharabah ini tidak ada.40 
Sebaliknya dalam mudharabah muqayyadah semua keputusan yang mengatur 
praktek mudharabah ditentukan oleh shahib al-mal. Mudharib tidak bebas 
mewujudkan keinginannya tetapi dia harus terbatasi oleh aturan-aturan yang 
ditetapkan oleh shahib al-mal dalam sebuah kontrak.41 Sementara menurut 
Imam Malik dan Syafi’i, jika shahib al-mal mengatur mudharib untuk 
membeli barang tertentu dan kepada seseorang tertentu, maka mudharabahitu 
menjadi batal. Karena hal itu dikhawatirkan upaya pemerolehan keuntungan 
yang maksimal tidak terpenuhi.42 
2. Tenggang waktu (duration). Satu hal yang harus mendapat kesepakatan 
antara shahib al-mal dan mudharib  adalah lamanya waktu usaha. Ini penting 
karena tidak semua modal yang diberikan kepada mudharib itu dana mati 
yang tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Disamping itu penentuan waktu 
adalah sebuah cara untuk memacu mudharib bertindak lebih efektif dan 
terencana. Namun di sisi lain penentun waktu itu bisa membuat mudharib 
menjadi tertekan dan tidak bebas menjalani usaha mudharabah. Apalagi kerja 
                                                          
39Sarakhsi yang dikutip oleh Abraham L. Udovitch, Partnership and Profit, h. 198-201. 
40Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, h. 179-180. 
41Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Law of Business, h. 265. 
42Syamsul Anwar, Permasalahan Mudharabah, h. 3. 
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ekonomi bersifat spekulatif tidak selalu berjalan lancar. Karenanya para 
fuqaha berselisish pendapat. Menurut madzhab Maliki dan Syafi’i penentuan 
eaktu itu dapat membatalkan kontrak.43 Sedangkan menurut madzhab Hanafi 
dan Hambali penentuan waktu itu sah. Kontrak mudhrabah dapat diakhiri 
oleh salah satu pihak dengan memberitahukan terlebih dahulu. Ini 
dimungkinkan terjadi dan para fuqaha sepakat bahwa mudharabah adalah 
kontrak yang tidak mengikat.44 Tidak ada perbedaan pendapat mengenai 
diakhirinya kontrak sebelum mudharib melakukan kerja salah satu pihak 
dalam mengakhirinya. Namun demikian Imam Malik tidak membolehkannya. 
Ketika mudharabah menjadi bathal, karena suatu alasan Malik tidak 
membolehkannya. Ketika mudharabah menjadi batal, karena suatu alasan 
tertentu, maka ia berhak menerima upah tertentu atas pekerjaan yang telah ia 
kerjakan, dan tertentu, maka ia berhak menerima upah tertentu atas 
pekerjaan yang telah ia kerjakan, dan ini tidak termasuk wilayah kontrak 
mudharabah tetapi wilayah kontrak sewa (ijarah).45 Oleh karena itu dia harus 
dibayar atas usahanya. 
3. Jaminan (dliman). Satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan 
kesepakatan bersama adalah adanya aturan tentang jaminan atau tanggungan.  
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Ketika sebuah kontrak telah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi 
sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jika ada 
pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik shahib al-mal atau 
mudharib, maka kontrak menjadi gugur tidak berlaku lagi. Kesepakatan 
kontrak mudharabah yang menjadi hukum tersebut membawa beberapa 
implikasi, di antaranya : 
1. Mudharib sebagai amin (orang yang dipercaya). 
Seorang mudharib menjadi amin untuk modal yang telah diserahkan 
kepadanya. Ini berarti bahwa dia telah diizinkan oleh pemilik modal untuk 
memiliki modal tersebut. Penyerahan ini bukan suatu jual beli, pinjaman 
ataupun sewa. Modal yang diserahkan dalam hal ini bukan suatu jual beli, 
pinjaman ataupun sewa. Modal yang diserahkan dalam hal ini adalah 
amanahyang harus dijaga oleh mudhorib. Namun pengertian amanah tersebut 
tetap berpijak pada satu ketentuan di mana jika modal tersebut rusak di 
tangannya tanpa ada unsur penyelewengan, maka tidak ada tanggungan 
baginya.46 Posisi mudharib sebagai amin mengindikasikan bahwa penyerahan 
modal dan pengelolaannya sepenuhnya tergantung pada mudharib. Sebab 
dalam pengelolaannya modal tersebut akan bercampur dengan modal dan 
barang-barang lain milik mudharib. Keadaan seperti ini tentu saja sulit 
dideteksi. Oleh karena itu dengan diposisikannya mudharib sebagai amin 
                                                          
46Ibnu ‘Abidin, Radd al-Mukhtar, h. 485. 
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akan dapat memunculkan kesadaran dan sikap kehati-hatian pengelola dalam 
mengolah usahanya utamanya memisahkan antara modal pribadi dan orang 
lain dalam perhitungan keuntungannya.47 
2. Mudharib sebagai Wakil 
Mudharib adalah wakil dari shahib al-mal dalam semua transaksi yang ia 
sepakati. Konsekuensinya hak-hak kontrak kembali kepadanya sebagai 
seorang yang mensepakati transaksi. Di samping itu dia adalah seorang yang 
dituntut oleh para penjual untuk melakukan pembayaran dan dituntut oleh 
para pembeli untuk mengirimkan barang. Pemaknaan mudharabah seperti ini 
dilakukan oleh madzhab Hanafi.48Mudharib sebagai wakil menjelaskan 
bahwa mudharib merupakan tangan kanan dari shahib al-mal dalam kegiatan 
bisnis. Implikasinya sebagai seorang wakil tentu dia tidak menanggung 
apapun dari modal ketika terjadi kerugian. Namun menurut mayoritas fuqaha 
seorang wakil tetap akan mendapat upah dari kerjanya. 
3. Mudharib sebagai Mitra dalam Laba 
Mudharib akan mendapatkan bagian laba dari usaha yang telah dia lakukan, 
sebab mudharabah sendiri adalah pertemanan dalam laba. Sementara seorang 
agen atau wakil tidak mendapatkan laba ketika terjadi keuntungan dalam 
usahanya, karena dia hanya teman dalam kaitannya dengan kontrak. 
Pembagian laba ini telah ditentukan pada awal kontrak. Dengan 
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menjadikannya mudharib sebagai mitra dalam laba maka besar atau kecilnya 
laba akan sangat tergantung pada keterampilan mudharib dalam menjalankan 
usahanya.  
2. Hak Pekerja 
 Bisnis tidak dapat dilepaskan dari pekerja. Sehubungan dengan ini, maka 
pekerja perlu mendapatkan hak-haknya. Hak pekerja bukan sekedar dalam bentuk 
materiil saja, namun bisa dalam bentuk immateriil. Selama ini, sistem ekonomi 
melihat hak-hak pekerja hanya dalam bentuk materiil, sehingga yang diberikan 
adalah berbentuk upah. Sistem ekonomi kapitalis dan Islam memiliki cara berbeda 
dalam penentuan upah. Secara singkat dapat disampaikan bahwa penentuan upah 
antara sistem kapitalis dan Islam adalah berbeda, maka dapat dibuat suatu 
perbandingan bahwa: apabila sistem kapitalis menganggap bahwa penentuan gaji 
atau upah berdasarkan produktivitas tenaga kerja maka Islam lebih dari sekedar atas 
dasar produktivitasnya. Selain Islam menganjurkan pemberian upah sesuai dengan 
apa yang telah dikerjakannya, Islam juga menganjurkan agar majikan memberi upah 
sesuai dengan kebutuhan pokok termasuk pendidikan dan pengobatan agar pekerja 
dapat hidup layak dalam masyarakat. 
 Sehingga jelas berbeda dengan sikap para kapitalis, bahwa apabila ia telah 
membayar kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya maka itu semua 
merupakan upaya yang sesuai dengan prestasinya terlepas apakah ia masih 
kekurangan atau tidak, ia tidak akan memperhatikan hal tersebut. Sehingga Islam 
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mempunyai nilai lebih yang menganjurkan untuk memperlakukan tenaga kerja 
secara baik dan memberikan hak-hak yang dimiliki oleh pekerja. 
Penentuan upah kepada pekerja 
 Masalah upah adalah masalah yang sangat penting yang mempunyai dampak 
yang sangat luas. Seorang pekerja harus mendapat upah secara pantas dan adil. Pada 
saat akan mempekerjakan orang lain, maka terlebih dahulu harus dijelaskan jenis 
pekerjaan, jangka waktu serta besarnya upah yang akan diterima pekerja. 
 Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi eksploitasi terhadap pekerja dengan 
menyuruh melakukan pekerjaan yang tidak ada dalam kesepakatan atau melakukan 
pekerjaan di luar kemampuannya. Oleh karena itu harus ditentukan hal-hal sebagai 
berikut : 
a. Ketentuan kerja 
1) Bentuk pekerjaan 
Bentuk-bentuk pekerjaan yang akan dilakukan hukumnya harus halal. 
Artinya seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang 
Islam. Demikian pula jika seorang majikan harus menyediakan pekerjaan 
yang diperbolehkan atau tidak ada larangan syara’ terhadap perbuatan 
tersebut. Selain itu jenis pekerjaan tidak boleh menentang peraturan yang 
ditetapkan oleh negara. Tenaga kerja harus mencurahkan tenaganya sesuai 
dengan kesepakatan serta sesuai dengan kapasitas yang wajar (sesuai dengan 
kemampuannya). Sehingga dengan adanya aturan ketentuan yang jelas 
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mengenai bentuk pekerjaan yang akan dilakukan maka kemungkinan terjadi 
pelanggaran hak pekerja sangat kecil. Atas dasar inilah maka ketika syara’ 
memperbolehkan menyewa seorang pekerja, ditentukan pula aturan bahwa 
bentuk pekerjaan yang akan dipekerjakan harus jelas dan harus diketahui oleh 
pekerja. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap 
pekerja serta hal-hal yang merugikan pihak lain.49 
2) Waktu kerja 
Kontrak terhadap seorang pekerja terkadang ada yang harus disebutkan 
waktunya dan kadang hanya disebutkan jenis pekerjaan yang dikontrakkan 
saja. Apabila dalam waktu kontrak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, 
maka salah satu dari kedua belah pihak tidak dapat membubarkan kontrak. 
Sehingga seorang pekerja harus melaksanakan pekerjaan selama masa 
kontrak yang telah disepakati bersama.50 
3) Gaji  
Gaji atau upah diberikan kepada pekerja harus disebutkan pada saat akad, 
demikian pula jumlahnya. Selain itu Nabi Muhammad saw juga 
menganjurkan pemberian upah segera mungkin atas jasanya mengerjakan 
suatu pekerjaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang pekerja akan 
menerima upah atau pembayaran yang besarnya sesuai yang disebutkan 
dalam akad. Upah tersebut diberikan pada saat yang ditentukan seperti 
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harian, mingguan atau bulanan. Selain itu manfaat disebutkan upah pada saat 
akad adalah mengantisipasi apabila pada suatu ketika kelompok buruh atau 
serikat tenaga kerja menuntut upah yang terlalu tinggi diluar kemampuan 
perusahaan atau penyewa tenaga kerja. 
b. Penerimaan besarnya upah 
Mengenai upah, Allah telah mengisyaratkan bahwa seorang dijanjikan balasan 
atas pekerjaan yang baik atau tercela. Hal tersebut sesuai dengan ayat berikut 
yang terdapat pada surah az-Zalazalah QS.99:7: 
            
Terjemahnya: 
 Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun niscaya akan 
melihat (balasan) Nya.  
 
Ayat ini memberikan gambaran bagaimana upah diberikan kepada seorang 
pekerja. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berat sudah barang 
tentu ia akan memperoleh imbalan yang lebih banyak, demikian pula sebaliknya 
orang yang melakukan pekerjaan yang ringan maka akan mendapatkan bayaran 
sedikit. Penentuan upah harus disesuaikan untuk memberikan upah sesegera 
mungkin, sebab dikhawatirkan pekerja tersebut sudah sangat membutuhkan gajinya 
sehingga ia merasa senang dengan apa yang telah diperoleh. Ayat di atas sebenarnya 
berhubungan dengan balasan terhadap amal baik dan buruk yang akan diterima oleh 
seseorang di akhirat, baik berupa pahala atau siksa. Namun hal itu dapat pula 
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dijadikan perumpamaan dengan cara mengkiaskan upah yang diterima di dunia 
terhadap apa yang telah dikerjakannya. 
Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat ditetapkan melalui 
negosiasi antara pekerja dan majikan, sehingga kepentingan kedua pihak 
dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggungjawab negara untuk 
mempertimbangkan tingkat upah agar tidak terlalu rendah sehingga kebutuhan 
pekerja tidak tercukupi, namun juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan 
bagian dari hasil kerjasama itu. 
Untuk itu pemerintah harus menentukan tingkat upah minimum dengan 
memperhatikan perubahan kebutuhan dari golongan bawah, sehingga dalam kondisi 
apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat upah minimum ini sewaktu-waktu 
harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan tingkat harga dan 
biaya hidup. Sedangkan tingkat maksimumnya ditetapkan berdasarkan sumbangan 
tenaga sehingga akan bervariasi. Perkiraan besarnya upah diukur berdasarkan kadar 
jasa yang diberikan tenaga kerja dengan diukur berdasarkan kesepakatan dari orang 
yang bertransaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli sesuai dengan manfaat 
jasanya serta waktu yang tepat di mana pekerjaan itu dilakukan. Sehingga pada 
suatu saat akan mengalami revisi sesuai dengan tuntutan jaman.51 
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Tingkat upah minimum 
 Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat 
lemah. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingannya dari pelanggaran hak perlu 
ditentukan upah minimum yang dapat mencakup kebutuhan pokoknya termasuk 
pembagian kebutuhan pokok. Negara beserta imam berkedudukan sebagai wakil 
Allah di muka bumi, diharapkan mampu melakukan pemerataan rizki terhadap 
anggota masyarakat. Sehingga ia harus memperhatikan agar pekerja di setiap negara 
memperoleh upah pada tingkat yang wajar serta tidak memperbolehkan upah 
dibawah tingkat upah minimum. Hal yang menjadi ukuran tingkat upah minimum 
adalah berdasarkan kebutuhan pokok dan lainnya berupa pakaian, makanan, tempat 
tinggal, pendidikan serta pengobatan sehingga pekerja dapat hidup layak dalam 
masyarakat. 
Tingkat upah tertinggi 
 Islam memang tidak memberikan upah berada di bawah tingkat upah 
minimum, tetapi Islam juga tidak mengijinkan kenaikan upah melebihi tingkat 
tertentu di atas sumbangsihnya dalam produksi. Oleh karena itu tidak perlu terjadi 
kenaikan upah yang melampaui batas sehingga masyarakat tidak cenderung menjadi 
pengkonsumsi semua barang produksi. Upah yang mereka tuntut dari para majikan 
harus sesuai dengan apa yang telah diusahaknnya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan 
manusia yang berhubungan dengan ketenaga-kerjaan. Sudah menjadi kewajiban 
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setiap majikan untuk memberikan upah yang baik dan cukup bagi para pekerjanya 
agar mereka dapat menikmati kehidupan. 
Tingkat upah riil 
 Islam menyediakan usaha pengamanan untuk melindungi hak majikan dan 
pekerja. Jatuhnya upah di bawah tingkat upah minimum atau naiknya upah diatas 
batas upah tertinggi seharusnya tidak terjadi. Upah akan berubah dengan sendirinya 
berdasarkan hukum persediaan dan permintaan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh 
standar hidup pekerja dan keefektivan organisasi pekerja dan sikap serta 
kepercayaan majikan terhadap balasan Allah. 
 Sebagai hasil interaksi antara kedua kekuatan antara majikan dan buruh, 
maka upah akan berada diantara upah minimum dan maksimum. Namun bila pada 
suatu saat upah jatuh dibawah tingkat minimum atau sebaliknya, maka negara 
berhak melakukan campur tangan dan menetapkan upah sesuai dengan kebutuhan 
saat itu. 
Kestabilan upah 
 Untuk mempertahankan upah pada suatu standar upah yang sesuai, Islam 
telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk mencari rezki ke pelosok negeri 
sesuai kehendaknya. Selain itu tidak ada batasan mutlak tentang perpindahan 
mereka dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mencapai upah tertinggi. Islam 
mengajukan standarisasi upah diseluruh negeri dengan memberi kebebasan 
sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya, 
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sehingga jarang terjadi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Dengan pemberian 
kebebasan tersebut membantu mempertahankan kestabilan upah diseluruh negeri.52 
c. Hak pekerja 
Mengingat lemahnya posisi pekerja sehingga seolah-olah terancam. Islam 
memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Sehingga Rasulullah 
memberi teladan dengan memperlakukan pelayan beliau seperti keluarganya 
sendiri. Perselisihan yang terjadi antara majikan dan pekerja sering disebabkan 
oleh masalah upah. Rasulullah menganjurkan untuk menetapkan upah terlebih 
dahulu dan menganjurkan untuk menyediakan fasilitas kepada pekerjanya serta 
melarang menyuruh melakukan pekerjaan diluar kemampuannya. Islam 
menganjurkan untuk berbuat baik kepada para pekerja. Hak-hak pokok buruh 
menurut Afzalur Rahman adalah sebagai berikut: 
1. Berhak menerima upah yang memungkinkan menikmati hidup layak. 
2. Tidak boleh diberi pekerjaan yang terlalu berat yang ia tidak sanggup, jika 
dipercaya melakukan tugas berat maka ia harus dibantu. 
3. Harus diberi bantuan pengobatan yang layak, asuransi, ganti rugi atas 
kecelakaan yang terjadi pada saat kerja serta diberi tunjangan hari tua 
(pensiunan) yang sebagian besar diambilkan dari dana zakat. 
4. Majikan harus mengeluarkan sadaqah untuk pekerjanya. 
5. Pekerja harus diperlakukan dengan baik dan sopan termasuk fasilitas asrama. 
 
Dengan adanya ketentuan-ketentuan tentang perburuan, maka hak antara 
majikan dan pekerja akan terlindungi sehingga mewujudkan tanah sosial yang 
bersahabat. Untuk melindungi warganya dari perilaku yang tidak adil negara 
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berhak menentukan undang-undang atau peraturan tentang perubahan atau tata 
cara melakukan kontrak kerja. 
d. Penentuan imbalan 
Prinsip imbalan terhadap modal yang dilakukan merupakan bentuk kerjasama 
permodalan yang bisa dipraktekkan menurut Islam, salah satunya adalah 
musyarakah dan mudharabah.53 
3. Tanggungjawab Sosial Perusahaan 
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan 
dengan lingkungannya. Lingkungan yang berpengaruh terhadap perusahaan tersebut 
telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Dalam hal ini, perusahaan perlu 
memperhatikan aspek-aspek apa yang harus dipenuhi untuk menjamin hubungan 
baik dengan lingkungannya. Hal inilah yang dikenal dengan pemenuhan kepentingan 
perusahaan yang bersangkutan. Kesemua pihak inilah yang disebut dengan 
stakeholder. 
Tanggungjawab sosial perusahaan adalah kewajiban organisasi untuk berbuat 
dengan cara tertentu yang ditujukan untuk melayani kepentingannya sendiri maupun 
kepentingan stakeholder. Stakeholder adalah siapa saja yang ada pada lingkungan 
eksternal yang terlibat secara langsung pada organisasi/perusahaan tersebut. 
Kepentingan stakeholder adalah mencakup seluruh kepentingan pihak yang 
mempengaruhi berjalannya organisasi. Hal demikian, oleh Poernomosidi  disebutnya  
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pemenuhi delapan kepentingan. Masing-masing dari delapan kepentingan yang 
dimaksud adalah : 
1. Kepentingan pemilik modal 
2. Kepentingan kelanggaran hidup perusahaan 
3. Kepentingan pelanggan 
4. Kepentingan karyawan 
5. Kepentingan rekanan 
6. Kepentingan pemerintah 
7. Kepentingan masyarakat 
8. Kepentingan pelestarian lingkungan hidup54. 
Kedelapan kepentingan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan. Oleh 
karena itu, maka perusahaan harus memperdulikannya. Pemenuhan terhadap delapan 
kepentingan secara baik dapat dikategorikan sebagai social performance perusahaan.  
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif (field research), 
yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data 
yang relevan.1 Sedangkan lokasi penelitian ini akan dilakukan di waserda Pondok 
Pesantren Abdurrahman Ambo Dalle(DDI-AD), Barru. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini menggunakan beberapa 
pendekatan, diantaranya: 
1. Pendekatan syar’i, mendekati masalah yang dibahas dengan berdasarkan pada 
sumber syariat Islam yaitu al-Qur’an dan sunnah Nabi. 
2. Pendekatan sosiologi, yakni mendekati masalah yang dibahas dengan melihat 
gejala atau interaksi sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. 
C. Sumber Data 
Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data 
primer dan data sekunder. 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik individu 
ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang 
                                                          





biasa dilakukan oleh peneliti.2 Dalam penelitian ini yang menjadi data primer 
yaitu penasehat dan pengawas umum waserda serta karyawan atau pekerja 
waserda. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui 
buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan  
dengan penelitian.3 Atau data yang berasal dari data orang-orang kedua atau 
bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan 
dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh 
akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.4 
D. Metode Pengumpulan Data 
Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk 
menyusun suatu informasi. Dalam usaha pengumpulan data, yang penulis gunakan 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Metode wawancara 
Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog 
dengan responden untuk menggali informasi dari responden.5 Pada dasarnya 
terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara 
bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang 
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disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara 
yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.6 Metode ini penulis 
gunakan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti 
dengan pihak-pihak yang terkait. 
2. Observasi 
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.7 
Observasi dalam penelitian ini adalah praktik etika bisnis Islam yang 
meliputi perihal penerapannya serta peluang dan hambatan dalam 
penerapannya. Hal ini sangat perlu guna mendeskripsikan realita 
implementasi prinsip-prinsip syariah pada waserda pondok pesantren Darud 
Da’wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD) Barru. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang 
tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 
benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-
peraturan dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, 
akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi. 
E. Instrumen Penelitian 
Dengan melihat permasalahan yang hendak diukur dan diteliti dalam 
penelitian ini maka penulis mengadakan instrument sebagai berikut: 
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1. Interview, yakni mengadakan proses tanya jawab atau wawancara dengan 
informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai 
masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. 
2. Dokumentasi, yakni suatu metode pengumpulan data dengan cara membuka 
dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 
induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang 
diamati dengan mengadakan logika ilmiah, serta penekanannya adalah pada usaha 









A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad Abdurrahman 
Ambo Dalle (DDI-AD) Barru 
1. Sejarah Singkat Berdirinya 
Awalnya, pondok pesantren ini bernama Madrasah Arabiyah Islamiyah 
(MAI) Mangkoso yang berdiri tanggal 29 Syawal atau 21 Desember 1938, 
diprakarsai oleh H.M. Yusuf Andi Dagong  Arung  Soppeng  Riaja dan dipimpin oleh 
Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle, dengan sistem halaqah (Bugis : mangaji 
tudang). Kemudian, pada tanggal 20 Zulkaidah 1357 H atau 11 Januari 1939 dibuka 
tingkatan Tahdiriyah, Ibtidaiyyah, dan Tsanawiyah. Dalam perkembangannya, MAI 
membuka cabang di berbagai daerah, misalnya di Pangkep, Soppeng, Wajo, Sidrap, 
Majene, dan berbagai daerah lainnya. 
Tahun 1947, berdasarkan hasil pertemuan alim ulama / kadhi se–Sulawesi 
Selatan serta guru–guru MAI tanggal 16 R. Awal 1366 H atau 7 Februari , nama 
Madrasah Arabiyah islamiyah (MAI) Mangkoso dan cabang–cabangnya diubah 
menjadi Darud Da’wah Wal Irsyad  (DDI), sebuah organisasi pendidikan, dakwah, 
dan sosial kemasyarakatan yang berpusat di Mangkoso. Dua tahun kemudian, atas 
permintaan Arung Mallusetasi  yang memintanya menjadi Kadhi di Pare–Pare, H. 





Muhammad Amberi Said sebagai penggantinya memimpin Pesantren DDI 
Mangkoso. 
Tanggal 1 Muharram 1369 H (1949) Anregurutta H. Abdurrahman Ambo 
Dalle selaku ketua Umum DDI memindahkan pengurus pusat DDI dari Mangkoso ke 
Pare–Pare. Sementara pondok pesantren DDI Mangkoso diberi status sebagai cabang 
otonom dengan kewenanangan penuh mengatur dan mengelola pesantren, namun 
secara organisasi tetap berada dibawah struktur PP DDI. Sejak  itu, DDI semakin 
berkembang dan mengelola puluhan pesantren dan ratusan madrasah yang tersebar di 
berbagai provinsi , khusunya dikawasan Timur Indonesia. 
Atas kesepakatan para tokoh dan pendiri DDI, tanggal 17 Ramadhan 1424 H 
ditambahkan nama Abdurrahman Ambo Dalle (DDI–AD). Penambahan nama 
tersebut, selain untuk mengenang dan mengabadikan nama AG. H. Abdurrahman 
Ambo Dalle sebagai pendiri utama, juga dimaksudkan untuk melestarikan nilai dasar 
perjuangan beliau dalam membangun dan mengembangkan DDI hingga menjadi 
organisasi Islam terbesar di Indonesia Timur. 
Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle 
(DDI-AD) Mangkoso mempunyai tiga kampus : 
a. Kampus 1, adalah kampus pusat yang terletak di Mangkoso. Di kampus 1 ini 
dilengkapi beberapa fasilitas yaitu : 





ii. Sekolah tingkatan Salafiyah, adalah tempat belajar santri yang memilih 
untuk lebih mendalami ilmu agama. 
iii. Sekolah tingkatan I’dadiyah, adalah tempat belajar santri yang masih 
dalam tahap persiapan, tingkatan ini diharuskan bagi tiap santri yang 
baru memasuki pesantren, sebelum naik ke tingkatan selanjutnya. 
iv. Rumah pimpinan Pondok Pesantren. 
v. Gedung serbaguna. 
vi. Gedung olahraga. 
vii. Asrama putri. 
viii. Asrama putra. 
ix. Rumah pembina. 
x. Perpustakaan umum. 
xi. Mesjid, digunakan juga untuk melaksanakan pengajian kitab kuning. 
xii. Kantin. 
xiii. Waserda, adalah tempat santri berbelanja baik itu makanan, 
perlengkapan alat tulis-menulis, pakaian, perlengkapan mandi, aksesoris, 
dll. 
b. Kampus II, merupakan kampus yang lebih dikenal dengan sebutan kampus bukit 
Tonrongnge karena memang terletak di daerah perbukitan. Kampus ini dihuni 
khusus oleh santri putra tingkatan Tsanawiyah dan Aliyah. Adapun fasilitas 





i. Tingkatan Tsanawiyah, adalah tingkatan yang dilalui setelah tingkatan 
I’dadiyah. Tingkatan ini setara dengan tingkatan SMP. 
ii. Tingkatan Aliyah, adalah tingkatan setelah tingkatan Tsanawiyah atau 
tingkatan yang setara dengan tingkatan SMA. 
iii. Rumah pimpinan kampus 
iv. Rumah pembina. 
v. Perpustakaan umum. 
vi. Mesjid, digunakan juga untuk melakukan pengajian kitab kuning. 
vii. Asrama putra. 
viii. Gedung olahraga. 
ix. Lapangan. 
x. Kantin. 
xi. Waserda. Warung serba ada yang menyediakan kebutuhan sehari-hari 
santri. 
c. Kampus III, merupakan kampus yang lebih dikenal dengan sebutan Bulu’ 
Lampang. Kampus yang khusus dihuni oleh santri putri ini terkenal asri dan 
adem terlebih lagi ketika berada di mesjid kampus ini. Terdapat pemandangan 
yang begitu indah. Hamparan laut yang luas, semburat jingga saat matahari 
terbenam, gunung-gunung yang berjejeran, dan langit di malam hari, kampus ini 
juga dipenuhi dengan pohon mangga yang menambah keademan kampus ini. 





I. Tingkatan Tsanawiyah, adalah tingkatan yang dilalui setelah tingkatan 
I’dadiyah. Tingkatan ini setara dengan tingkatan SMP. 
II. Tingkatan Aliyah, adalah tingkatan setelah tingkatan Tsanawiyah atau 
tingkatan yang setara dengan tingkatan SMA. 
III. Mesjid, digunakan juga untuk melakukan pengajian kitab kuning. 
IV. Asrama putri, tempat tinggal untuk santri putri yang terdiri dari 4 
asrama, dan masing-masing asrama terdiri dari 2 lantai. 
V. Rumah pembina. 




2. Visi dan Misi Pondok Pesantren DDI AD Mangkoso 
a. Visi 
Terwujudnya Pondok Pesantren DDI AD Mangkoso sebagai ‘’SERAMBI 
CAIRO’’ 
b. Misi 
- Untuk mencetak santri yang berimtak, berilmu, berwawasan, berakhlak, 
terampil, dan mandiri. 
- Untuk menyiapkan santri agar agar berdaya saing unggul (markatable). 
- Untuk membentuk santri agar mampu menjadi ulama plus dan pemimpin 
ummat. 
 
3. Kurikulum Dan Sistem Pendidikan 
Sistem pendididkan  di Pondok Pesantren DDI – AD Mangkoso adalah 





khalafiyah  (modern). Untuk itu, kurikulum dipadukan antara kurikulum pesantren 
dengan kurikulum nasional, serta menambahkan berbagai kegiatan keterampilan 
(ekstrakurikuler). 
Untuk pelajaran umum, menggunakan Kurikulum Kementrian Agama dan 
Kementrian Pendidikan Nasional dengan porsi 100%, sedangkan pelajaran 
kepesantrenan  menggunakan kurikulum Pondok pesantren DDI – AD Mangkoso 
yang terdiri dari Diniyah Ula, Diniyah Wustha, Diniyah Ulya, dan Ma’had Aly 
dengan porsi 100%. 
4. Keadaan Guru 
Guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam 
pelaksanaan pendidikan dan pembelajaraan di suatu lembaga pendidikan.  Guru 
sebagai anggota masyarakat memiliki kompetensi dan diperlukan untuk 
melaksanakan tugas mengajar mendidik (pelaksanaan pendidikan).  Mereka pendidik 
dan mengarahkan peserta didiknya sampai kepada tujuan pendidikan. Guru bukan 
hanya menstransfer ilmu, tetapi mereka juga membentuk watak , karakter dan 
kepribadian peserta didik. Tugas dan peran guru dilaksanakan atas dasar kode etik 
profesional yang didalamnya tercakup suatu kedudukan fungsional. 
Selain itu, guru juga berperan dalam hal berhasil tidaknya dalam kurikulum 
yang diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan. Hal tersebut disebabkan karena 





setiap saat. Dalam proses belajar mengajar guru harus menggunakan suatu pedoman 
yaitu kurikulum. 
B. Hasil dan Pembahasan 
a) Sejarah berdirinya waserda 
Pada awalnya, berdiri koperasi pesantren yang berbadan hukum, namanya 
koperasi at-Ta’awun. Pendirinya bernama Syafaruddin Latief atau yang lebih akrab 
disapa dengan Pak Sayye’. Tapi, karena berbagai kesibukan beliau sehingga koperasi 
at-Ta’awun mulai terabaikan. Pihak kampus kemudian melihat kebutuhan-
kebutuhan santri yang tidak terpenuhi sementara usaha koperasi at-Ta’awun sebagai 
penyedia kebutuhan santri mulai tersendat. Akhirnya pihak kampus mulai membuka 
usaha untuk memenuhi kebutuhan santri tetapi tidak menggantikan atau mengambil 
alih posisi koperasi at-Ta’awun karena terikat oleh aturan-aturan. 
Koperasi at-Ta’awun kemudian mengalami penurunan karena pengurus di 
dalamnya yang tidak serius menangani. Wujud koperasi at-Ta’awun mulai 
mengabur, sementara usaha yang dibangun oleh pihak kampus walaupun masih baru 
tetapi mampu menangani masalah santri dalam penyediaan kebutuhan santri. Lalu, 
pendiri koperasi at-Ta’awun, Pak Syafaruddin Latief ini dibujuk untuk memasukkan 
barangnya ke waserda kemudian dinilai sebagai suatu saham. Tujuannya untuk 
menghindari adanya percekcokan. Usaha yang didirikan oleh kampus kemudian 





Pada wawancara dengan Salman, penasehat sekaligus pengawas umum waserda 
beliau menyatakan: 
“Asal muasal berdirinya waserda itu berawal dari koperasi at-Ta’awun yang 
didirikan oleh Pak Safaruddin Latief atau Pak Sayye’ untuk memenuhi 
kebutuhan santri, tetapi lama-kelamaan karena pengurus koperasi 
mempunyai banyak kesibukan sehingga usaha koperasi mulai tersendat, 
akhirnya pihak kampus berinisiatif untuk membuka waserda dan membujuk 
para pengurus koperasi at-Ta’awun untuk memasukkan barangnya ke 
waserda dan dinilai sebagai suatu saham, nama resmi dari waserda adalah 
BUB Kampus 1 atau Badan Usaha Bersama Kampus 1”1 
 
b) Sumber modal dan pembagian keuntungannya 
Awalnya waserda membuka peluang bagi yang ingin mengambil bagian 
dalam saham dalam kelipatan 100 ribu kemudian saham itu dijadikan sumber modal 
awal yang nanti akan dibagi sesuai dengan masing-masing porsi modal setiap dua 
bulan. Modal awal yang berhasil terkumpul pada saat itu adalah Rp. 4.000.000. 
kemudian dalam pembagian keuntungan tersebut akan diberikan juga kepada 
pengurus (pekerja) sebesar 30% dan 70% kembali kepada pemilik saham yang akan 
dibagi sesuai dengan porsi modal. Tetapi keuntungan yang diperoleh para pemilik 
saham tidak diambil melainkan keuntungan tersebut diolah kembali dan dijadikan 
sebagai modal yang diistilahkan dalam ekonomi sebagai “laba ditahan”. Tetapi bagi 
yang ingin mengambil hak keuntungannya diperbolehkan tetapi hak sahamnya pun 
secara otomatis berkurang. Menurut hasil wawancara dengan Salman, menyatakan: 
“Modal awal yang berhasil terkumpul di awal dari hasil saham adalah Rp. 
4.000.000, lalu pembagian keuntungannya adalah dengan cara 30% untuk 
pekerja dan 70% untuk pemilik saham. Jadi, barang-barang dari koperasi at-
                                                          





Ta’awun untuk dinilai sebagai saham adalah dengan menghitung satu-persatu 
jumlah barang, baik itu gula-gulanya, biskuitnya dan lain sebagainya. Saat 
pembagian keuntungan, para pemilik saham tidak mengambil bagian 
keuntungannya karena akan diputar kembali modalnya, tetapi yang ingin 
mengambil bagian keuntungannya diperbolehkan tetapi hak sahamnya secara 
otomatis berkurang”2 
 
c) Hak pekerja 
Diantara hak yang didapatkan oleh pekerja dan pemilik saham selain 
pembagian keuntungan juga diberikan hak untuk mendapatkan pembiayaan misalkan 
bagi anggota yang ingin membeli motor maka pihak waserda akan memberikan 
pembiayaan motor kepada anggota tersebut dan anggota tersebut akan membayar 
kepada pihak waserda secara cicil. Akad yang digunakan adalah akad jual beli. 
Tetapi pembiayaan ini hanya diberikan kepada anggota saja dan hanya sedikit 
keuntungan yang diambil karena pada dasarnya hanya untuk tolong-menolong antar 
sesama anggota saja. Menurut hasil wawancara dengan Salman, beliau menjelaskan: 
“Jadi, hak-hak pekerja yang didapatkan disini adalah tentunya mendapat gaji 
dan hak untuk mendapatkan pembiayaan apabila mereka membutuhkan, 
contohnya jika ada yang ingin mendapatkan pembiayaan motor, maka pihak 
waserda akan memberikan pembiayaan dengan mengambil keuntungan yang 
sedikit saja karena pada dasarnya hanya tolong-menolong antar anggota 
saja”3 
 
Hak yang belum didapatkan pekerja adalah mendapatkan informasi mengenai 
akad yang mereka pergunakan dalam kontrak kerja, hak untuk melakukan negosiasi 
terhadap gaji yang berhak mereka dapatkan sehingga mereka langsung dipekerjakan 
tanpa informasi apapun. Rosma kembali menuturkan, 
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“Hanya saja pekerja baru pada umumnya tidak mengetahui akad yang 
digunakan dan tidak ada negosiasi atau tawar-menawar tentang berapa gaji 
yang diinginkan seperti pada yang pada umumnya dilakukan di perusahaan-
perusahaan”4 
 
d) Barang jualan waserda 
Di waserda ini dijual barang-barang kebutuhan santri baik itu perlengkapan 
alat tulis-menulis, perlengkapan mandi, pakaian, bahan makanan, makanan ringan, 
aksesoris, dll. Pada wawancara dengan salah seorang pekerja di waserda, Rosma 
beliau menjelaskan: 
“Hampir semua barang kebutuhan santri dijual disini, baik itu perlengkapan 
mandi, alat tulis-menulis, bahan makanan, makanan ringan, aksesoris, dll, 
tetapi bahan makanan pokok seperti ikan, sayur, tempe dsb tidak dijual disini 
karena kebetulan tidak jauh dari sini ada pasar, jadi santri diberi izin ke pasar 
setiap hari jumat”5 
 
e) Penerimaan karyawan baru dan pembagian shif kerja 
Untuk penerimaan dan perekrutan karyawan baru, waserda tidak memasang 
persyaratan tertentu, hanya kesediaan untuk mematuhi aturan, keseriusan dalam 
bekerja dan yang terpenting adalah kejujuran dalam bekerja. Adapun pembagian shif 
kerja terbagi menjadi 3 bagian shif kerja : 
I. Shif I, mulai 07.00 – dhuhur. 
II. Shif II, mulai 13.00 – 18.00. 
III. Shif III, mulai 19.30 – 22.00. 
Pada hasil wawancara dengan Rosma, beliau  menjelaskan: 
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“Untuk penerimaan karyawan baru tidak ada persyaratan tertentu, yang 
penting bersedia untuk amanah dalam bekerja dan mematuhi semua aturan 
yang ada. Kemudian pembagian shif kerja dibagi menjadi tiga yaitu shif I dari 
jam 7 sampai dhuhur, kemudian shif II dari jam 1 siang sampai jam 6, 
kemudian shif terakhir mulai dari jam setengah 8 sampai jam 10 malam”6 
f) Bantuan sosial waserda 
Adapun bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh pihak waserda adalah 
memberikan bantuan berupa dibebaskan iuran bulanan kepada santri-santri yang 
kurang mampu. Mengenai bantuan sosial ini, Salman menjelaskan bahwasanya: 
“Kalau untuk bantuan sosial yang biasa dilakukan diwaserda ini adalah 
memberikan bantuan kepada santri yang kurang mampu dengan cara 
membebaskan santri tersebut dari iuran bulanan atau uang catering bulanan, 
biasanya selama berbulan-bulan, atau setahun atau bahkan selama bertahun-
tahun tergantung dari pertimbangan pihak waserda sendiri”7 
 
C. Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah pada Waserda 
1. Prinsip Keesaan 
Dalam prinsip keesaan kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia 
ini adalah milik Allah swt dan akan kembali kepada Allah, karena itu segala sesuatu 
yang kita lakukan adalah untuk Allah dan kita selalu merasa berada dalam 
pengawasan Allah swt. 
a) Prinsip keesaan dalam mudharabah pada waserda 
Dalam pelaksanaan akad mudharabah (bagi hasil) pada waserda Pondok 
Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD) Barru ini 
telah terkandung prinsip keesaan di dalamnya, terbukti bahwa baik pemilik saham, 
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maupun pekerja tidak serakah dalam mencari keuntungan, Salman, penasehat 
sekaligus pengawas umum waserda ini menjelaskan, 
“Kalau kita ingin melihat penerapan prinsip keesaan di waserda ini pada saat 
pemilik saham dan pekerja tidak serakah dalam mencari keuntungan, mereka 
tidak mempertuhankan uang sebagaimana yang banyak terjadi di negeri kita 
ini, korupsi terjadi dimana-mana, mereka bersyukur dan ridho dengan apa 
yang diperolehnya, sedikit atau banyak karena mereka atau kami sadar bahwa 
segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan akan kembali pada  
Allah”8 
 
Artinya mereka ridho dan bersyukur dengan keuntungan yang diperoleh 
sedikit atau banyak dan rasa syukur itu pun lalu menambah kecintaan kepada Allah 
swt. 
b) Prinsip keesaan dalam pemenuhan hak pekerja pada waserda  
Adapun implementasi prinsip keesaan dalam pemenuhan hak pekerja adalah 
karena selalu merasa dibawah penguasaan Allah swt sehingga baik pemilik saham 
maupun pekerja benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanahkan 
kepada mereka, Salman menjelaskan, 
“Dalam mengimani prinsip keesaan pada pemenuhan hak pekerja disini 
adalah dengan melihat sikap pemilik saham dan pekerja dalam menjalankan 
tugasnya, mereka benar-benar amanah dalam menjalankan tugas mereka 
masing-masing, itu didorong oleh kepercayaan mereka bahwa kita selalu 
berada dalam pengawasan Allah swt”9 
 
c) Prinsip keesaan dalam program sosial waserda 
Pihak waserda menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita 
hanyalah titipan dari Allah swt termasuk harta yang kita miliki dan dalam harta 
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yang kita miliki terdapat hak orang lain yang kurang mampu sehingga pihak waserda 
berinisiatif untuk memberikan bantuan kepada santri yang kurang mampu. Salman 
menuturkan, 
“Dalam diri kita ada hak orang yang kurang mampu, karena itu kita wajib 
menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada mereka 
yang membutuhkan, dan bantuan yang kami berikan kepada santri yang 
kurang mampu adalah wujud nyata kami dalam mengimani prinsip keesaan”10 
 
2. Prinsip Keseimbangan dan Keadilan 
Mengenai prinsip keseimbangan dan keadilan ini telah dijelaskan dalam 
Surah  al-A’raf QS. 7 : 31 : 
                    
       
Terjemahnya: 
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 
mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 
 
 Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah sangat menganjurkan agar kita 
menjalani hidup ini dalam keselarasan, keseimbangan dan adil bahkan Allah telah 
memberi ibrah hingga ke hal yang sekecil-kecilnya. 
a) Prinsip keseimbangan dan keadilan dalam mudharabah pada waserda 
 Implementasi prinsip keseimbangan pada waserda pondok pesantren Darud 
Da’wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD) Barru dapat dilihat dari 
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saat pembagian keuntungan, disitu keseimbangan terjadi karena keuntungan dibagi 
sesuai dengan akad dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Salman memberi 
pernyataan, 
“Kami para pemilik saham bebas menentukan akad yang ingin kami gunakan 
termasuk berapa dan bagaimana pembagian keuntungannya”11 
 
b) Prinsip keseimbangan dalam pemenuhan hak pekerja pada waserda 
Keseimbangan dan keadilan dalam pemenuhan hak pekerja dapat dilihat dari 
saat pekerja atau karyawan digaji sesuai dengan hasil kerja mereka dan nisbah bagi 
hasil. Dari hasil wawancara dengan Salman, 
“Prinsip keseimbangan pada pemenuhan hak pekerja disini terlihat saat 
pekerja digaji sesuai dengan kinerja mereka dan berdasarkan pada nisbah bagi 
hasil”12 
 
3. Prinsip Kehendak Bebas dalam Bisnis 
Sesungguhnya Allah telah memberi kebebasan kepada manusia sebagai 
khalifah Allah di muka bumi untuk mengelola sumber daya alam yang ada dan 
melakukan apa yang ia kehendaki selama tidak bertentangan dengan ajaran agama 
Islam sebagaimana firman-Nya dalam Surah Luqman QS. 31 : 22 : 
                        
      
Terjemahnya: 
Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang 
yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul 
tali yang kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. 
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Maksud dari ayat di atas adalah hendaknya kita selaku khalifah Allah di 
muka bumi menyerahkan segala urusan kita kepada Allah dan bahwa Allah 
memberikan kebebasan kepada kita untuk berbuat semau kita selama itu tidak 
bertentangan dengan ajaran agama Islam dan selama tetap dalam koridor kebaikan, 
setelah itu hendaklah kita berpasrah diri kepada Allah terhadap kesudahan urusan 
kita.     
a) Prinsip kehendak bebas dalam bisnis pada mudharabah waserda 
Implementasi prinsip kehendak bebas dalam bisnis sangat jelas terlihat pada 
akad mudharabah yang dilakukan oleh pihak waserda ini, karena para pemilik saham 
bebas berkehendak dalam menentukan akad dan nisbah bagi hasil yang mereka 
inginkan. Salman kembali menuturkan, 
“Prinsip kehendak bebas disini sangat jelas terlihat, pihak-pihak yang 
berakad dalam hal ini pemilik saham dan pekerja bebas menentukan akad 
yang ingin mereka gunakan dan nisbah bagi hasil yang mereka sepakati”13 
 
4. Prinsip Tanggungjawab 
Mengenai prinsip tanggungjawab ini, ada pepatah arab yang mengatakan 
yang artinya “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai 
pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Pada hakikatnya setiap manusia 
adalah pemimpin dan mempunyai tanggungjawab, seperti pemimpin terhadap 
dirinya sendiri karena itu kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita lakukan dan 
semuanya akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir nanti. 
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a) Prinsip tanggungjawab dalam mudharabah pada waserda 
Implementasi prinsip tanggungjawab pada waserda terlihat ketika pihak-
pihak yang berakad memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis yang 
akan dijalankan, termasuk akad, nisbah bagi hasil dan jenis bentuk usaha yang akan 
dijalankan termasuk tata cara pengelolaannya, maka disitu secara otomatis pihak-
pihak yang berakad telah memikul tanggungjawab untuk melaksanakan hal-hal yang 
telah diperjanjikan atau disepakati. Dalam hasil wawancara dengan Salman selaku 
penasehat dan pengawas umum waserda, 
“Masing-masing pihak bertanggungjawab pada apa yang telah menjadi tugas 
mereka masing-masing”14 
 
b) Prinsip tanggungjawab dalam pemenuhan hak pekerja pada waserda 
Pemilik saham bertnggungjawab untuk membayar gaji yang sesuai kepada 
para pekerja dan pekerja sebagai pihak pengelola memikul tanggungjawab yang 
sangat besar karena boleh dikata bahwa kesuksesan usaha yang dijalankan dengan 
menggunakan akad mudharabah sangat ditentukan oleh kepiawaian dan kinerja pe 
ngelola dalam hal ini pekerja atau karyawan waserda dan pekerja benar-benar harus 
menjalankan atau bertanggungjawab atas amanah yang dibebankan kepada mereka. 
Salman menuturkan, 
“Disini kami selaku pemilik saham bertanggungjawab untuk memenuhi 
kewajiban kami untuk membayar gaji yang sesuai kepada para pekerja, dan 
para pekerja pun bertanggungjawab untuk benar-benar menjalankan apa yang 
telah diamanahkan kepada mereka”15 
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5. Prinsip Kebajikan 
Prinsip kebajikan merupakan prinsip yang sangat penting bagi eksistensi kita 
sebagai umat Islam dan hamba Allah di dunia ini. Bahkan disebutkan dalam sebuah 
























Dan tolong-menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan takwa dan 
janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.  
Ayat ini menggambarkan tentang perintah berbuat baik dan berbuat baik itu 
tidak ada batasan, berbuat baik dapat dilakukan dimanapun, kapanpun dan dalam 
keadaan apapun. 
a) Prinsip kebajikan dalam pemenuhan hak pekerja pada waserda 
Implementasi prinsip kebajikan pada pemenuhan hak pekerja pada waserda 
terlihat ketika mereka melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang telah 
diamanahkan kepada mereka. Prinsip kebajikan juga terlihat saat mereka membayar 
upah kepada pekerja, mereka membayar gaji yang sesuai dan pembayarannya pun 
disegerakan. Tapi, menurut penulis prinsip kebajikan ini belum sepenuhnya 
terimplementasi karena pekerja ketika akan masuk bekerja tidak diinformasikan 
mengenai akad yang digunakan dan tidak diberikan hak untuk bernegosiasi tentang 
gaji yang berhak mereka dapatkan, padahal secara teori diantara hak yang berhak 
didapatkan oleh pekerja adalah hak untuk melakukan negosiasi tentang gaji yang 





“Prinsip kebaikan dalam pemenuhan hak pada pekerja disini terlihat saat 
pihak-pihak yang berakad didalamnya menjalankan apa yang telah 
diamanahkan kepada mereka termasuk menyegerakan dalam hal pembayaran 
gaji”16  
 
b) Prinsip kebajikan dalam program sosial pada waserda 
Adapun bantuan berupa free iuran bulanan yang diberikan kepada santri yang 
kurang mampu merupakan wujud nyata dari prinsip kebajikan yang telah dilakukan 
oleh pihak waserda. Salman menjelaskan, 
“Memberikan bantuan kepada santri yang kurang mampu merupakan 
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    Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh 
seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa: 
1. Adapun implementasi prinsip-prinsip syariah yang meliputi konsep keesaan, 
konsep keseimbangan, kehendak bebas, konsep tanggungjawab, dan konsep 
kebajikan pada waserda belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ajaran 
Islam karena pemutusan kesepakatan kerja hanya sepihak. Dalam hal ini, 
penulis mempersempit ruang lingkup pembahasan implementasi prinsip-
prinsip syariah dalam kaitannya dengan bisnis yaitu menyangkut perolehan 
modal awalnya, serta pembagian keuntungannya (mudharabah), hak-hak 
yang didapatkan oleh pekerja serta program sosial yang dilaksanakan oleh 
waserda. 
2. Penerapan prinsip mudharabah yaitu bagi hasil pada waserda pondok 
pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD) 
Barru ini dengan cara pemodal menyetor modalnya dalam bentuk saham 
dengan kelipatan seratus kemudian setiap bulannya dibagi dengan ketentuan 
30 % untuk pekerja dan 70% kembali kepada pemilik saham dan dibagi 
sesuai dengan besarnya porsi modal. Penerapan prinsip mudharabah ini sudah 
sesuai dengan ajaran Islam. Mengenai hak-hak yang didapatkan oleh pekerja 
pada waserda ini adalah mendapatkan pembagian keuntungan dan hak untuk 
mendapatkan pembiayaan. Tetapi pekerja belum mendapatkan hak untuk 
bernegosiasi tentang upah mereka dan tidak mengetahui akad yang mereka 





bekerja tanpa informasi apapun. Adapun bentuk bantuan sosial yang 
diberikan oleh pihak waserda adalah memberikan bantuan dana kepada 
santri-santri yang kurang mampu.  
 
B. Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-
saran sebagai berikut: 
1. Hendaknya pihak-pihak waserda memberikan informasi kepada para 
pekerja tentang hak-hak yang berhak mereka dapatkan termasuk 
informasi mengenai gaji, hak dan kewajiban pekerja serta informasi 
tentang akad yang mereka gunakan. 
2. Agar pihak waserda melakukan transparansi mengenai pembagian 
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PANDUAN WAWANCARA 
 
A. Penasehat dan Pengawas Umum 
 
1. Siapakah pendiri waserda pondok pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad 
Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD) Mangkoso Barru ini? 
2. Sejak kapan waserda berdiri? 
3. Bagaimana proses muncul atau berdirinya waserda? 
4. Apa saja yang dijual di waserda? 
5. Darimana sumber modal awal untuk mendirikan waserda dan bagaimana 
cara pengembangan modalnya? 
6. Bagaimana cara penerimaan karyawan baru serta apa saja syaratnya? 
7. Bagaimana struktur organisasi pada waserda ? 
8. Apa yang telah diterapkan waserda kaitannya dengan ekonomi Islam? 
9. Apakah waserda mempunyai program sosial yang telah dilaksanakan? 
 
B. Pekerja atau karyawan 
 
1. Apa saja hak yang didapatkan pekerja selama bekerja? 
2. Bagaimana pembagian shif kerja? 
3. Apakah anda mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk bekerja? 
DOKUMENTASI 
Wawancara dengan salah seorang pekerja/karyawan waserda pondok pesantren 
Darud Da’wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD) Mangkoso, 




Barang jualan waserda, meliputi alat tulis menulis perlengkapan mandi, pakaian, 
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